
BUPATI BONE B0IANGO
PERATURAN DAERAII KABUPATEN BONE BOIANcO

NOMOR    29    TAHUN2011

TENTiENG

RETRIBUSI JASA USAIIA

I>ENGAN RAHmT TUHAN yANG MAHA ESA

BUPATI BONE B0LANGO,

Menimbang:    a.   bahwa  berdasarkan  ketentuan  pasal  156  ayat  (1)  Undang-
Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan
Retribusi   Daerah,   perlu   membentuk   Peraturan   Daerah
tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat  :     1.   Undang   -Undang   Nomor   8   Tahun   1981'  tentang   Kitqb
Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (Lembaran  Negara
Republik   Indonesia   Tahun    1981   Nomor   76,   Tanbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

2.   Undang-Undang      Nomor      28      Taliun       1999      tentang
Penyelenggaraan   Negara   Yang   Bersih   dan   Bebas   dari
Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun   1999   Nomor   75,   Tambahan   Lembaran
NegaraRepubliklndonesi;Nomor3851);

3.   Undang   Nomor   38   Tahun   2000   tentang   Pembentukan
Provinsi  Gorontalo   (Lembaran   Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2000   Nomor   258,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 4060) ;

4.   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten   Bone      Bolango   dan   Kabupaten   Pohuwato   di
Provinsi  Gorontalo   (Lembaran   Negara  Republik  Indonesia
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONE BOLANGO, 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang- 

Mengingat : 

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Retribusi Jasa Usaha, 

1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209): 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 

3. Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4060), 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia





Tahun    2003    Nomor `  26   Tambahan    Lembaran    Negara
Republik Indonesia Nomor 4269) ;

5.   Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara  (Irembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

6.   Undang    -     Undang    Nomor     1     Tahun     2004     tentang
Perbendaharaan     Negara     (I.embaran     Negara     Republik
Indonesia   Tahuri   2004   Nomor   5,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7.   Undang-Undang      Nomor      32      Tahun      2004      tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2004   Nomor   125,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)  sebagaimana telah diubah
beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor   32   Tahun   2004   tentang   Pemerintahan   Daerah

(Lembaran  Negara  Ref;ublik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor
59,  Tambahan  Irembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

8.   Undang-Undang      Nomor      33      Tahun      2004      tentang
Perimbangan   Keuangan   Antara   Pemerintah   Pusat   dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun    2004,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 4438);

9.   Undang-Undang   Nomor   28   Tahun   2009   tentang   Pajak
Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2009  Nomor   130,  Tambahan  Ifmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

10.Undang-Undang      Nomor       12      Tahun      2011       tentang

Pembentukan   Peraturan   Perundang-Undangan   (Lembaran
Negara    Republik    Ind;nesia    Tahun    2011     Nomor    82,

Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
5234);

11.Peraturan   Pemerintah   Nomor   58   Tahun   2005    tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (I,embaran  Negara  Republik
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59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
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Indonesia  Tahun  2005  Nomor   140,  Tambahan  Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

12.Peraturan   Pemerintah   Nomor   38   Tahun   2007   tentang
Pembagian    Urusan    Pemerintahan    Antara    Pemerintah,
Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintahan  Daerah
Kabupaten/Kota    (Lembafan    Negara   Republik   Indonesia
Tahun    2007    Nomor   82,    Talnbahan    Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun  2010  tentang Tata
Cara   Pemberian   dan   Pemanfaatan   Insentif   Pemungutan
Pajak   Daerah   dan   Retribusi   Daerah   (Lembaran   Negara
Republik   Indonesia  Tahun   2010   Nomor   119,   Tanbahan

Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5161);

14.Peraturan     Presiden     Nomor     1     Tahun     2007     tentang
Pengesahan,  Pengundangan  dan  Penyebarluasan  Peraturan
Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE B0IANGO
dan

BUPATI BONE B0LANGO

MEMUTUSEN:

Menetapkan  :    PERATURAN      DAERAH      KABUPATEN      BONE      BOLANGO

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BABI

KETENTUAli uMum
Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.   Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

2.   Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati  dan  perangkat  daerah  sebagai  unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.
3.   Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
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12. 

13. 

14. 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737), 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5161), 

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 

Perundang-undangan, 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

Menetapkan : 

dan 

BUPATI BONE BOLANGO 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango. 
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4.   Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

5.   Badan  adalah  sekumpulan  orang dan/atau  modal yang merupakan  satu
kesatuan,  baik  yang  melakukan  usaha  maupun  yang  tidak  melafukan
usaha   meliputi   Perseroan   Terbatas,   perseroan   komanditer,   perseroan
lainnya,   Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)   atau  Badan  Usaha  Milik

Daerah  (BUMD)  dengan  mama dan  dalan  bentuk  apapun,  fima,  kongsi,
koperasi,  dana  pensiun,  persekutuan,  perkumpulan,  yayasan,  organisasi
masa,   organisasi   sosial   politik  atau   organisasi   lainnya,   lembaga  dan
bentuk  badan  lainnya  termasuk  kontrak  investasi  kolektif  dan  bentuk
usaha tetap.

6.   Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut  prinsip-prinsip  komersial,  karena  pada  dasarnya  dapat  pula
disediakan oleh Sektor Swasta.

7.   Kekayaan  Daerah  adalah  kekayaan yang dimiliki dan/atau  dikuasai oleh
Pemerintah Daerah, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

8.   Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha
daerah  yang  dilakukan  oleh  Dinas  dan/atau  Unit  Pelaksana  Teknis  di
bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pertenakan.

9.   Penyeberangan  Di  Air  adalah  penyeberangan  orang  atau  barang  dengan
menggunakan   kendaraan   di   air  yang  dimiliki   dan/atau   dikelola  oleh
Pemerintah Daerah;

10. Terminal  adalah  pangkalan  kendaraan  bermotor  umum  yang  digunakan
untuk    mengatur    kedatangan    dan    keberangkatan,    menaikan    dan

®            menurunkan orang dan/ atau barang serta perpindahan moda angkutan.
11. Pelabuhan  adalah  tempat  yang  terdiri  atas  daratan  dan/atau  perairan

dengan  batas-batas  tertentu  sebagai  tempat  kegiatan  pemerintahan  dan
kegiatan  pengusahann yang dipergunakan  sebagai  kapal  bersandar,  naik
turun penumpang,  dan/atau bonBkar muat barang, berupa terminal dan
tempat berlabuh  kapal yang dilengkapi dengan fasilitas  keselamatan dan
keamanan  pelayaran  dan  kegia.tan  penunjang  pelabuhan  serta  sebagai
tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

12. Retribusi  pemakaian  kekayaan  daerah  adalah  pungutan  Daerah  sebagai

pembayaran  atas  penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  kekayaan
yang  dimiliki  dan   /   atau  dikuasai  oleh  pemerintah  Daerah  dan  yang
ditujukan untuk dikormersialkan.

10. 

LL. 

12. 

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. 

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap. 

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 

menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula 

disediakan oleh Sektor Swasta. 

Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh 

Pemerintah Daerah, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. 

Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha 

daerah yang dilakukan oleh Dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis di 

bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pertenakan. 

Penyeberangan Di Air adalah penyeberangan orang atau barang dengan 

menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah: 

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan 

untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan 

menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan. 

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan 

dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan 

kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai kapal bersandar, naik 

turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan 

tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan 

keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai 

tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. 

Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pungutan Daerah sebagai 

pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan 

yang dimiliki dan / atau dikuasai oleh pemerintah Daerah dan yang 

ditujukan untuk dikormersialkan.
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13. Retribusi  Penjualan  Produksi  Daerah  adalah  pungutan  atas  penjualan
hasil produksi usaha daerah di bidang Pertanian,  Perkebunan,  Perikanan
dan Pertenakan.

14. Retribusi    Penyeberangan    di    Air   .adalah    pungutan    atas    pela.yanan

penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air
yang dimiliki dan/ atau dikelola  oleh Pemerintah Daerah.

15. Retribusi  Terlninal  adalah  pungutan  atas  pelayanan  penyediaan  tempat

parkir  untuk  kendaraan  penumpang  dan  bis  umum,  tempat  kegiatan
usaha,   dan   fasilitas   lainnya   dilingkungan   terminal,   yang  disediakan,
dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

16. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan atas pelayanan jasa
kepelabuhanan,  termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang
disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

17. Benih  tanaman  adalah  tanaman  atau  bagiannya yang  digunakan  untuk
memperbanyak dan/ atau mengembangbiakkan tanaman.

18. Wajib  Retribusi  Daerah  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  menurut
Peraturan  Perundang-undangan  Retribusi  diwajibkan  untuk  melafukan

pembayaran  retribusi,  terrnasuk  pemungut  dan  atau  pemotong  retribusi
tertentu.

19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan bates
waktu    bagi    wajib    retribusi    untuk    menggunakan,    memakai    dan
memanfaatkan kekayaan daerah.

20. Surat   Ketetapan   Retribusi   Daerah   yang   selanjutnya   disingkat   SKRD,
adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok
retribusi yang terutang.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB,   adalah   Surat  Ketetapan   retribusi  yang  menentukan  jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

22. Surat Tagihan  Retribusi  Daerah yang selanjutnya disingkat STRD  adalah
surat untuk melakukan  tagihan retribusi  dan  /atau  sanksi administrasi
berupa bunga da/ atau denda.

23. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan   yang   dilafukan   oleh   Penyidik   Pegawai   Negeri   Sipil   yang
selanjutnya  disebut  penyidik,  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti

yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
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13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19, 

20. 

21. 

2. 

23. 

Retribusi Penjualan Produksi Daerah adalah pungutan atas penjualan 

hasil produksi usaha daerah di bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan 

dan Pertenakan. 

Retribusi Penyeberangan di Air adalah pungutan atas pelayanan 

penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air 

yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

Retribusi Terminal adalah pungutan atas pelayanan penyediaan tempat 

parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan 

usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, 

dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan atas pelayanan jasa 

kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang 

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

Benih tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk 

memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman. 

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan atau pemotong retribusi 

tertentu. 

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 

waktu bagi wajib retribusi untuk menggunakan, memakai dan 

memanfaatkan kekayaan daerah. 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, 

adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok 

retribusi yang terutang. 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKRDLB, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah 

kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar 

daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administrasi 

berupa bunga da/atau denda. 

Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian 

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang 

selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi 

yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 
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CAB 11

RFrRIBusl .ASA USAIIA
Bagian Kecatu
•enis Retribu8i

Pasal 2

Jenis retribusi jasa usaha dalam peraturan daerah ini terdiri dari:
a.  Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b.  Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
c.   Retribusi Tempat Pelelangan;

d.  Retribusi Terminal;

e.   Retribusi Tempat Khusus Parkir;
f.   Retribusi Tempat penginapan/ Pesanggrahan/Villa;

9.  Retribusi Rumah Potong Hewan;
h.  Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
i.   Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

j.   Retribusi Penyeberangan di Air; dan
k.  Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua
Retribu8i Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragiv 1
Nana, Objek, Subjek dad Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nana Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas

pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

(1)  Obyek  Retribusi  adalah  pemakaian  kekayaan  daerah  yang  dimiliki  oleh
Pemerintah Daerah.

(2)  Dikecualikan    dari    objek   pemakaian    kekayaan    daerah    sebagaimana
dimaksud  pada ayat  (1)  adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah
fungsi dari tanah.

Pasal 5

(1)  Subjek Retribusi  pemakaian  kekayaan  daerah  adalah  orang pribadi atau
badan  yang  menggunakan/menikmati   kekayaan   daerah   yang  dimiliki
Pemerintah Daerah.
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BAB II 

RETRIBUSI JASA USAHA 

Bagian Kesatu 

Jenis Retribusi 

Pasal 2 

Jenis retribusi jasa usaha dalam peraturan daerah ini terdiri dari: 

H
o
a
 

H
9
 

A
n
 

cv 
» 

ka
la

 
ha

h 
A
o
 

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, 

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, 

Retribusi Tempat Pelelangan, 

Retribusi Terminal, 

Retribusi Tempat Khusus Parkir, 

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa, 

Retribusi Rumah Potong Hewan, 

. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, 

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, 

Retribusi Penyeberangan di Air, dan 

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 

Bagian Kedua 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

Paragraf 1 

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 

Pasal 3 

pemakaian kekayaan daerah. 

(1) 

(2) 

(1) 

Pasal 4 

Obyek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh 

Pemerintah Daerah. 

Dikecualikan dari objek pemakaian kekayaan daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah 

fungsi dari tanah. 

Pasal 5 

Subjek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau 

badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah yang dimiliki 

Pemerintah Daerah.





(2)  Wajib  retribusi  adalah  orang pribadi atau  Badan  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (1)  yang  diwajibkan  membayar  retribusi,  termasuk  pemungut
atau pemotong retribusi pemakalan kekayaan daerah.

Pangraf 2
Cam Mengumir Tinghat Penggunaan .a8a

Pasal 6

Cara   mengukur   tingkat   penggunaan   jasa   pemakaian   kekayaan   daerah
didasarkan pada jenis, luas, harga satuan dan jangka waktu pemakaian yang
ditetapkan.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 7

(1)  Prinsip  Penetapan  besamya  tarif Retribusi  Pemakaian  Kekayaan  Daerah
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2)  Keuntungan  yang  layak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   adalah
keuntungan   yang   diperoleh   apabila   pelayanan   jasa   usaha   tersebut
dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pangraf 4
StrulEtur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

(1)  Struktur   dan   besamya   tarif   Retribusi   Pemakaian   Kekayaan   Daerah
sebagaimana  tercantum  dalam  lampiran  I  yang  merupakan  bagian  yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2)  Penggunaan ruang tanah untuk keperluan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
dan ruangan komersial lainnya ditetapkan tarif berdasarkan luas permeter

persegi.

(3)  Penggunaan  lahan  untuk  Reklane  dan/atau  sejenisnya  ditetapkan  tarif
berdasarkan luas perlneter persegi.

(4)  Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali
paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang diwajibkan membayar retribusi, termasuk pemungut 

atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah. 

Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasal 6 

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah 

didasarkan pada jenis, luas, harga satuan dan jangka waktu pemakaian yang 

ditetapkan. 

Paragraf 3 

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi 

Pasal 7 

(1) Prinsip Penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut 

dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

Paragraf 4 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

Pasal 8 

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(2) Penggunaan ruang tanah untuk keperluan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) 

dan ruangan komersial lainnya ditetapkan tarif berdasarkan luas permeter 

persegi. 

(3) Penggunaan lahan untuk Reklame dan/atau sejenisnya ditetapkan tarif 

berdasarkan luas permeter persegi. 

(4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 

paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
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(5)  Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(6)  Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan
dengan    Peraturan    Kepala    Daerah    sepanjang    tidak    merubah    atau
menambah   rincian  obyek  dan   rincian  jenis  tarif  Retribusi  Pemakaian
Kekayaan Daerah.

Bagian Ketiga
Retribusi Pa8ar Gro8ir dan/atau Pertokoan

Para8pf 1
Nana, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

o       Dengan nama Retribusi pasar Grosir dan/atau pertokoan dipungut Retribusi
atas pelayanan penyediaan pasar grosir.

Pasal  10

(1)  Objek   Retribusi   Pasar   Grosir   dan/atau   Pertokoan   adalah   penyediaan
fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang,  dan fasilitas pasar/pertokoan

yang   dikontrakkan,   yang   disediakan/diselenggarakan   oleh   Pemerintah
Daerah.

(2)  Dikecualikan  dari  objek  Retribusi  ,sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
adalah  fasilitas  pasar  yang  disediakan,  dimiliki,  dan/atau  dikelola  oleh
BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal  1 I

(1)  Subjek  Retribusi  Pasar  Grosir  dan/atau  Pertokoan  adalah  orang  pribadi
atau Badan yang menggunakan/memakal fasilitas pasar grosir dan/atau

pertokoan yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)  Wajib  retribusi  adalah  orang pribadi  atau Badan  sebagaimana dimaksud

pada  ayat  (1)  yang  diwajibkan  membayar  retribusi,  termasuk  pemungut
atau pemotong retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.

Paragmf 2
Cara Menguln]r Tingkat Penggunaan .asa

Pasal  12

Tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan jenis, volume dan jangka waktu.
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(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

(6) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan 

dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau 

menambah rincian obyek dan rincian jenis tarif Retribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah. 

Bagian Ketiga 

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 

Paragraf 1 

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 

Pasal 9 

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi 

atas pelayanan penyediaan pasar grosir. 

Pasal 10 

(1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan 

fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan 

yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah 

Daerah. 

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 

BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

Pasal 1i 

(1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi 

atau Badan yang menggunakan/memakai fasilitas pasar grosir dan/atau 

pertokoan yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang diwajibkan membayar retribusi, termasuk pemungut 

atau pemotong retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan. 

Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasal 12 

Tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan jenis, volume dan jangka waktu.





Paragraf 3
Prin8ip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal  13

(1)  Prinsip    Penetapan    besamya   tarif   Rctribusi    Pasar   Grosir   dan/atau
Pertokoan  didasarkan  pada  tujuan  untuk  memperoleh  keuntungan yang
layak.

(2)  Keuntungan  yang  layak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (1)   adalah
keuntungan   yang   diperoleh   apabila   pelayanan   jasa   usaha   tersebut
dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal  14

(1)  Stmktur  dan  besamya  tarif  retribusi  pasar  grosir  dan/atau  pertokoan
sebagaimana  tercantum  dalam lampiran  11  yang merupakan  bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2)  Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali
paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3)  Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(4)  Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan    Peraturan    Kepala    Daerah    sepanjang    tidak    merubah    atau
menambah  rincian  obyek  dan  rincian  jenis  tarif  Retribusi  Pasar  Gosir

®             dan/ atau pertokoan.

Bagian Keempat
Retribusi Te mpat Pelelangan

Paragraf 1
Nana, Objek, Subjek dan Wdib Retribusi

Pasal 15

Dengan nana Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas pelayanan

penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah
Daerah.

Pasal  16

(1)  Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan
yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan
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Paragraf 3 

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi 

Pasal 13 

(1) Prinsip Penetapan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau 

Pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang 

layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut 

dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

Paragraf 4 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

Pasal 14 

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan 

sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 

paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 

dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau 

menambah rincian obyek dan rincian jenis tarif Retribusi Pasar Gosir 

dan/atau Pertokoan. 

Bagian Keempat 

Retribusi Tempat Pelelangan 

Paragraf 1 

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 

Pasal 15 

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas pelayanan 

penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah 

Daerah. 

Pasal 16 

(1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan 

yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan 
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pelelangan  ikan,   temak,   hasil  bumi,   dan  hasil  hutan  termasuk  jasa
pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

(2)  Termasuk  objek  Retribusi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah
tempat  yang  dikontrak  oleh  Pemerintah  Daerah  dari  pihak  lain  untuk
dijadikan sebagai tempat pelelangan.

(3)  Dikecualikan  dari  objek  Retribusi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh
BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal  17

(1)  Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh pelayanan tempat pelelangan dari Pemerintah Daerah.

®        (2)  Wajib  retribusi  adalah  orang pribadi  atau  Badan  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (1)  yang  diwajibkan  membayar  retribusi,  termasuk  pemungut
atau pemotong retribusi tempat pelelangan.

Paragraf 2
Cara Mengtilmr Tingl=at Penggiinaan .asa

Pasal 18

Tingkat  pengunaan jasa  diukur  berdasarkan  prosentase  tertentu  dari  hasil

pelelangan.

Pan8mf 3
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal  19

(1)  Prinsip Penetapan besamya tarif Retribusi Tempat Pelelangan didasarkan
pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2)  Keuntungan  yang  layak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   adalah
keuntungan   yang   diperoleh   apabila   pelayanan   jasa   usaha   tersebut
dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Strultur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

( 1)  Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan ditetapkan sebesar
5  % dari nilai jual  dengan ketentuan yaitu 2,5  % untuk pemilik barang,
1,25 % untuk pembeli dan 1,25% untuk pedagang.
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pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa 

pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. 

(2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk 

dijadikan sebagai tempat pelelangan. 

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh 

BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

Pasal 17 

(1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang 

memperoleh pelayanan tempat pelelangan dari Pemerintah Daerah. 

(2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang diwajibkan membayar retribusi, termasuk pemungut 

atau pemotong retribusi tempat pelelangan. 

Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasal 18 

Tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan prosentase tertentu dari hasil 

pelelangan. 

Paragraf 3 

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi 

Pasal 19 

(1) Prinsip Penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan didasarkan 

pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut 

dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

Paragraf 4 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

Pasal 20 

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan ditetapkan sebesar 

5 Yo dari nilai jual dengan ketentuan yaitu 2,5 Yo untuk pemilik barang, 

1,25 Y untuk pembeli dan 1,25» untuk pedagang. 

10
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(2)  Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali

paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(3)  Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilak`ikan

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(4)  Peninjauan tarif Retribusi sebagaima.na dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan    Peraturan    Kepala    Daerah    sepanjang    tidak    merubah    atau
menambah   rincian   obyek   dan   rincian   jenis   tarif   Retribusi   tempat

pelelangan.

Bagian Kelima
Retribu8i Terminal

Paragraf 1
Nana, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 2 1

Dengan    mama    Retribusi    Terminal    dipungut    retribusi    atas    pelayanan

penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

(1)  Obyek  Retribusi  Terminal  adalah  pelayanan  penyediaan  tempat  parkir
untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan
fasilitas   lainnya   di   lingkungan   teminal,   yang   disediakan,    dimiliki,
dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)  Dikecualikan  dari  objek  Retribusi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
adalah    terminal   yang   disediakan,    dimiliki,    dan/atau    dikelola   oleh
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 23

(1)  Subjek   Retribusi   Terlninal   adalah   orang   pribadi   atau   Badan   yang
menggunakan/menikmati        pelayanan        fasilitas        terminal        yang
disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2)  Wajib  retribusi  adalah  orang pribadi  atau Badan  sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (1)  yang  diwajibkan  membayar  retribusi,  termasuk  pemungut
atau pemotong retribusi terminal.
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(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 

paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 

dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau 

menambah rincian obyek dan rincian jenis tarif Retribusi tempat 

pelelangan. 

Bagian Kelima 

Retribusi Terminal 

Paragraf 1 

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 

Pasal 21 

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan 

penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 22 

(1) Obyek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir 

untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan 

fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, 

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

Pasal 23 

(l) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas terminal yang 

disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang diwajibkan membayar retribusi, termasuk pemungut 

atau pemotong retribusi terminal. 

11
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Paragraf 2
Cars Mengulmr Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24
Tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan jenis  fasilitas, jenis  kendaraan,
dan jangka waktu.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 25

(1)  Prinsip   Penetapan   besarnya   tarif  Retribusi  Terminal   didasarkan   pada
tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2)  Keuntungan  yang  layak  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (1)   adalah
keuntungan   yang   diperoleh   apabila   pelayanan   jasa   usaha   tersebut
dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

(1)  Struktur  dan  besamya  tarif  retribusi  terminal  sebagaimana  tercantum
dalam  lampiran  Ill yang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari
Peraturan Daerah ini.

(2)  Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali
paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

o        (3)  Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(4)  Peninjauan tarif Retribusi sebagalmana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan    Peraturan    Kepala    Daerah    sepanjang    tidak    merubah    atau
menambah rincian obyek dan rincian jenis tarif retribusi terminal.

Bagian Keemm
Retribusi Tempat Khusu8 ParlEir

Paragraf 1
Nana, Objek, Subjek dan Wdib Retribu8i

Pasal 27

Dengan   nana   Retribusi   Tempat   Khusus   Parkir   dipungut   retribusi   atas

pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.
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Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasal 24 

Tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, 

dan jangka waktu. 

Paragraf 3 

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi 

Pasal 25 

(1) Prinsip Penetapan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada 

tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut 

dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

Paragraf 4 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

Pasal 26 

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal sebagaimana tercantum 

dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 

paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 

dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau 

menambah rincian obyek dan rincian jenis tarif retribusi terminal. 

Bagian Keenam 

Retribusi Tempat Khusus Parkir 

Paragraf 1 

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 

Pasal 27 

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas 

pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah. 

12



®



Pasal 28

(1)  Objek Retribusi Tempat Khusus  Parkir adalah  pelayanan  tempat khusus
parkir   yang   disediakan,   dimiliki,   dan/atau   dikelola   oleh   Pemerintah
Daerah.

(2)  Dikecualikan  dari  objek  Retribusi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
adalah   pelayanan   tempat   parkir  yang  disediakan,   dimiliki,   dan/atau
dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 29

(1)  Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan
yang  menggunakan/menikmati  pelayanan  Tempat  Khusus  Parkir  yang
disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

®       (2)  Wajib  retribusi  adalah  orang pribadi atau Badan  sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (1)  yang  diwajibkan  membayar  retribusi,  termasuk  pemungut
atau pemotong retribusi tempat khusus parkir.

Pangraf 2
Care Mengulnir Tingkat Penggunaan .asa

Pasal 30

Tingkat  pengunaan  jasa  diukur  berdasarkan  jenis  kendaraan  dan  jangka
waktu pemakaian.

®
Paragmf'3

FTinsip Penetapan Tarif Retribu8i
Pasal 3 1

(1)  Prinsip    Penetapan    besamya   tarif   Retribusi   Tempat    Khusus    Parkir
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2)  Keuntungan  yang  layak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   adalah
keuntungan   yang   diperoleh   apabila   pelayanan   jasa   usaha   tersebut
dilakukan secara erisien dan berorientasi pada harga pasar.

Parquf 4
Strultur dan Besarnya Tarif Retribu8i

Pasal 32

(1)  Struktur   dan   besamya   tarif  retribusi   tempat   khusus   parkir   sebagal
berikut:

a. Lahan Parkir Terbuka dengan Jenis Kendaraan:
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Pasal 28 

(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus 

parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah 

Daerah. 

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau 

dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

Pasal 29 

(1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan 

yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Khusus Parkir yang 

disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang diwajibkan membayar retribusi, termasuk pemungut 

atau pemotong retribusi tempat khusus parkir. 

Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasal 30 

Tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka 

waktu pemakaian. 

Paragraf 3 

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi 

Pasal 31 

(1) Prinsip Penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir 

didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut 

dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

Paragraf 4 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

Pasal 32 

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir sebagai 

berikut: 

a. Lahan Parkir Terbuka dengan Jenis Kendaraan: 

13
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1)   Sedan/Jeep/Minibus/Pick up dan sejenisnya    :     Rp. 2.000,-/hari

2)   Bus/Truck/ Kendaraan Alat-alat Berat Lainnya :     Rp. 3.000,-/hari
3)   Sepeda Motor/Bentor dan Kendaraan Roda Tiga:     Rp.1.000,-/hari

b. Lahan Parkir Tertutup/ Dalam Gedung:
I)   Sedan/Jeep/Minibus/Pick up dan sejenisnya    :     Rp. 2.500,-/hari

2)   Bus/Truck/ Kendaraan Alat-alat Berat Lainnya :     Rp. 3.500,-/hari

3)   Sepeda Motor/Bentor dan Kendaraan Roda Thga:     Rp.1.500,-/hari

(2)  Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat ditinjau kembali
paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3)  Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(4)  Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan    Peraturan    Kepala    Daerah    sepanjang    tidak    merubah    atau
menambah  rincian  obyek dan  rincian jenis  tarif retribusi  tempat khusus

parkir.

Bagian Ketutuh
Retril)usi Tempat Pengimpan/ Pesanggmhan/Villa

Paragraf 1
Nana, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 33

Dengan   nama  Retribusi  Tempat   Penginapan/Pesanggrahan/Villa  dipungut
retribusi    atas    pelayanan    tempat    penginapan/pesanggrahan/villa    yang

a       disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah.

Pasal 34

( 1)  Objek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan
tempat     penginapan/pesanggrahan/villa     yang     disediakan,     dimiliki,
dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)  Dikecualikan  dari  objek  Retribusi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
adalah  tempat  penginapan/ pesanggrahan/villa yang  disediakan,  dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 35

(1)  Subjek  Retribusi  Tempat  Penginapan/Pesanggrahan/Villa  adalah  orang
pribadi  atau   Badan  yang  menggunakan/menikmati  pelayanan   tempat
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1) Sedan/Jeep/Minibus/Pick Up dan sejenisnya : Rp. 2.000,-/hari 

2) Bus/Truck/ Kendaraan Alat-alat Berat Lainnya: Rp. 3.000,-/hari 

3) Sepeda Motor/Bentor dan Kendaraan Roda Tiga: Rp. 1.000,-/hari 

b. Lahan Parkir Tertutup/Dalam Gedung: 

1) Sedan/Jeep/Minibus/Pick Up dan sejenisnya : Rp. 2.500,-/hari 

2) Bus/Truck/ Kendaraan Alat-alat Berat Lainnya: Rp. 3.500,-/hari 

3) Sepeda Motor/Bentor dan Kendaraan Roda Tiga: Rp. 1.500,-/hari 

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 

paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 

dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau 

menambah rincian obyek dan rincian jenis tarif retribusi tempat khusus 

parkir. 

Bagian Ketujuh 

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa 

Paragraf 1 

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 

Pasal 33 

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa dipungut 

retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang 

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 34 

(1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa adalah pelayanan 

tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, 

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, 

dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

Pasal 35 

(1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa adalah orang 

pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat 
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penginapan/pesanggrahan/villa    yang    disediakan,    dimiliki    dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)  Wajib  retribusi  adalah  orang pribadi atau Badan  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (1)  yang  diwajibkan  membayar  retribusi,  termasuk  pemungut
atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa.

Paragraf 2
Care Mengulmr Tinghat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat  pengunaan jasa  diukur  berdasarkan  kelas, jenis  dan jangka  waktu

pemakaian.

Paragraf 3
Prin8ip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 37

( 1 )  Prinsip          penetapan          be sarnya          tarif          Retribusi          Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Villa      didasarkan      pada      tujuan      untuk
memperoleh keuntungan yang layak.

(2)  Keuntungan  yang  layak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   adalah
keuntungan   yang   diperoleh   apabila   pelayanan   jasa   usaha   tersebut
dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pam8mf 4
Strliltur dan Besamya Tarif Retribusi

Pasal 38

(1)  Stmktur   dan   besamya   tarif   retribusi   penginapan/pesanggrahan/villa
sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2)  Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali
paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3)  Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(4)  Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan    Peraturan    Kepala    Daerah    sepanjang    tidak    merubah    atau
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(2) 

penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau 

dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang diwajibkan membayar retribusi, termasuk pemungut 

atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan / Villa. 

Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasal 36 

Tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan kelas, jenis dan jangka waktu 

pemakaian. 

Paragraf 3 

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi 

Pasal 37 

(1) Prinsip penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat 

(2) 

(1) 

Penginapan/Pesanggrahan/ Villa didasarkan pada tujuan untuk 

memperoleh keuntungan yang layak. 

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut 

dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

Paragraf 4 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

Pasal 38 

Struktur dan besarnya tarif retribusi penginapan/pesanggrahan /villa 

sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 

(3) 

(4) 

paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 

dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau 
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menambah      rincian      obyek      dan      rincian     jenis      tarif     retribusi

penginapan/pesanggrahan/villa.

Bagian Kedelapan
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pan8mf 1
Name, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 39

Dengan   mama   Retribusi   Rumah   Potong   Hewan   dipungut   retribusi   atas

pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan oleh pemerintah daerah.

Pasal 40

(1)  Objek   Retribusi   Rumah   Potong   Hewan   adalah   pelayanan   penyediaan
fasilitas    rumah    pemotongan    hewan    temak    termasuk    pelayanan

pemeriksaan   kesehatan   hewan   sebelum   dan   sesudah   dipotong,   yang
disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)  Dikecualikan  dari  objek  Retribusi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
adalah  pelayanan  penyediaan  fasilitas  rumah  pemotongan  hewan  temak

yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak
swasta.

Pasal 4 1

(3)  Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan
yang yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitasi

0             rumah  pemotongan  hewan  ternak  yang  disediakan,  dimiliki,  dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(4)  Wajib  retribusi adalah  orang pribadi atau  Badan  sebagaimana dimaksud
pada  a.yat  (1)  yang  diwajibkan  membayar  retribusi,  termasuk  pemungut
atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2
Care Mengulmr Tlngkat Penggiinaan Ja8a

Pasal 42

Tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan jenis  pelayanan, jenis  fasilitas,
dan jenis hewan ternak,
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menambah rincian obyek dan rincian jenis tarif retribusi 

penginapan/pesanggrahan /villa. 

Bagian Kedelapan 

Retribusi Rumah Potong Hewan 

Paragraf 1 

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 

Pasal 39 

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas 

pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan oleh pemerintah daerah. 

Pasal 40 

(4) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan 

fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan 

pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang 

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak 

yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak 

swasta. 

Pasal 41 

(3) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan 

yang yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/ memakai fasilitasi 

rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau 

dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

(4) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang diwajibkan membayar retribusi, termasuk pemungut 

atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan. 

Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasal 42 

Tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, 

dan jenis hewan ternak. 
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Pun8mf 3
Prin8ip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 43

( 1 )  Prinsip penetapan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan didasarkan
pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2)  Keuntungan  yang  layak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   adalah
keuntungan   yang   diperoleh   apabila   pelayanan   jasa   usaha   tersebut
dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pamgraf 4
Stniltur dan Be8arnya Tarif Retribusi

Pasal 44

(1)  Struktur  dan  besarnya  tarif  retribusi  rumah  potong  hewan  tercantum
dalam  lalnpiran  V  yang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari
Peraturan Daerah ini.

(2)  Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali
paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3)  Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangari perekonomian.

(4)  Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan    Peraturan    Kepala    Daerah    sepanjang    tidak    merubah    atau
menambah  rincian  obyek  dan  rincian jenis  tarif retribusi  nimah  potong

ewan.

Bagian Ke8embnan
Retribusi Pelayanan Kepelabuhamn

Pamgraf 1
Nana, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 45
Dengan  nana  Retribusi  Pelayanan  Kepelabuhanari  dipungut  retribusi  atas

pelayanan kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan
yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 46

(1)  Objek    Retribusi    Pelayanan    Kepelabuhanan    adalah    pelayanan   jasa
kepelabuhanan,  termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang
disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
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Paragraf 3 

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi 

Pasal 43 

(1) Prinsip penetapan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan didasarkan 

pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut 

dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

Paragraf 4 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

Pasal 44 

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan tercantum 

dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 

paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

(4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 

dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau 

menambah rincian obyek dan rincian jenis tarif retribusi rumah potong 

hewan. 

Bagian Kesembilan 

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 

Paragraf 1 

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 

Pasal 45 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas 

pelayanan kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan 

yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. 

Pasal 46 

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa 

kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang 

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
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(2)  Fasilitas  lainnya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)     yaitu  fasilitas
tempat  parkir  untuk  kendaraan   penumpang  dan   bis   umum,   tempat
kegiatan usaha, pergudangan, tempat parkir peti kemas.

(3)  Dikecualikan  dari  objek  Retribusi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau
dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 47

(1)  Subjek  Retribusi  Pelayanan  Kepelabuhanan  adalah  orang  pribadi  atau
Badan  yang  menggunakan/menikmati  pelayanan ` kepelabuhanan  yang
disediakan. Dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)  Wajib   Retribusi   Pelayanan   Kepelabuhanan   adalah   orang  pribadi   atau
Badan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yang  diwajibkan  membayar
retribusi,    termasuk    pemungut    atau    pemotong    retribusi    pela.yanan
kepelabuhanan.

Pan8mf 2
Cara Mengiihir Tingkat Penggun&an .a8a

Pasal 48

Tingkat  pengunaan jasa  diukur  berdasarkin jenis  fasilitas, jenis  kendaraan
bermotor, ukuran GT, dan jangka waktu.

Pangraf 3
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 49

(1)  Prinsip   Penetapan   besamya   tarif  Retribusi   Pelayanan   Kepelabuhanan
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak,

(2)  Keuntungan  yang  layak   sebagaimana  dimaksud  pada  a.yat  (1)   adalah
keuntungan   yang   diperoleh   apabila   pelayanan   jasa   usaha   tersebut
dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

I'amgraf 4
Strultur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 50

(1)  Struktur    dan     besarnya    tarif I   retribusi    pelayanan    kepelabuhanan
sebagainana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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(2) Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu fasilitas 

tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat 

kegiatan usaha, pergudangan, tempat parkir peti kemas. 

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau 

dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

Pasal 47 

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau 

Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhanan yang 

disediakan. Dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau 

Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan membayar 

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan 

kepelabuhanan. 

Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasal 48 

Tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan 

bermotor, ukuran GT, dan jangka waktu. 

Paragraf 3 

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi 

Pasal 49 

(1) Prinsip Penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 

didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut 

dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

Paragraf 4 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

Pasal 50 

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan 

sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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(2)  Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembalj
paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3)  Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(4)  Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan    Peraturan    Kepala    Daerah    sepanjang    tidak    merubah    atau
menambah rincian obyek dan rincian jenis tarif Retribusi Terminal.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Paragmf 1
Nana, Objek, Subjek dan Wndib Retribusi

Pasal 5 1

Dengan  nana  Retribusi  Tempat  Rekreasi  dan  Olah  Raga  dipungut  retribusi
atas  pelayanan  penyediaan  tempat  rekrasi,  pariwisata,    dan  olah  raga yang
disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 52

(1)  Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Qlah Raga adalah pelayanan tempat
rekreasi,   pariwisata,  dan  olahraga  yang  disediakan,  dimiliki,  dan/atau
dikelola oleh pemerintah Daerah.       I

a       (2)  Dikecualikan  dari  objek  Retribusi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
adalah   pelayanan    tempat   rekreasi,    pariwisata,    dan    olahraga   yang
disediakan,  dimiliki,  dan/atau  dikelola  oleh  Pemerintah,  BUMN,  BUMD,

dan pihak swasta.

Pasal 53

(1)  Subjek  Retribusi  Tempat  Rekreasi  dan  Olah  Raga  adalah  orang  pribadi
atau  Badan  yang  menggunakan/menikmati  pelayanan  tempat  rekrasi,

pariwisata, dan olah raga dari Pemerintah Daerah.
(2)  Wajib  retribusi  adalah  orang pribadi  atau Badan  sebagaimana dimaksud

pada  ayat  (1)  yang  diwajibkan  membayar  retribusi,  terrnasuk  pemungut
atau pemotong Retribusi Tempat Rekrasi dan Olah Raga.
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(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 

paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 

dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau 

menambah rincian obyek dan rincian jenis tarif Retribusi Terminal. 

Bagian Kesepuluh 

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 

Paragraf 1 

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 

Pasal 51 

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi 

atas pelayanan penyediaan tempat rekrasi, pariwisata, dan olah raga yang 

disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah daerah. 

Pasal 52 

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan tempat 

rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau 

dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang 

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, 

dan pihak swasta. 

Pasal 53 

(1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi 

atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekrasi, 

pariwisata, dan olah raga dari Pemerintah Daerah. 

(2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang diwajibkan membayar retribusi, termasuk pemungut 

atau pemotong Retribusi Tempat Rekrasi dan Olah Raga. 
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Paragraf 2
Cara Mengulmr Tingkat Penggunann Jaso

Pasal 54
Tingkat   pengunaan   jasa   diukur   berdasarkan   jenis   fasilitas,   klasifikasi

pengunjung, dan jangka waktu.

Pam8Fat 8
Frinsip Penetapan Tarif Retribu81

Pasal 55

(1)  Prinsip penetapan besamya Tarif Retribusi Tempat Rekrasi dan Olah Raga
didasarkan pada tujuan untuk melhperoleh keuntungan yang layak.

(2)  Keuntungan  yang  layak   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   adalah
keuntungan   yang   diperoleh   apabila   pelayanan   jasa   usaha   tersebut
dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar,

Pangraf 4
Struktur dan Be8amya Tarif Retribusi

Pasal 56

(1)  Struktur dan besamya  tarif retribusi  rekrasi dan  olah  raga  sebagaimana
tercantum   dalam   lampiran   VII   yang   merupakan   bagian   yang   tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2)  Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali
paling larna 3 (tiga) tahun sekali.

(3)  Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(4)  Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan    Peraturan    Kepala    Daerah    sepanjang    tidak    merubah    atau
menambah rincian obyek dan rincian jenis tarif retribusi rekrasi dan olah
raga.

Bagian Ke8ebelas
Retribu8i Penyeberangan di Air

Paragraf 1
Nana, Objek, Subjek dan Walib Retribusi

Pasal 57

Dengan   nana   Retribusi   Penyeberangan   di   Air   dipungut   Retribusi   atas

pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan
di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
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Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasal 54 

Tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas, klasifikasi 

pengunjung, dan jangka waktu. 

Paragraf 3 

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi 

Pasal 55 

(1) Prinsip penetapan besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekrasi dan Olah Raga 

didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut 

dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

Paragraf 4 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

Pasal 56 

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi rekrasi dan olah raga sebagaimana 

tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 

paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 

dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau 

menambah rincian obyek dan rincian jenis tarif retribusi rekrasi dan olah 

raga. 

Bagian Kesebelas 

Retribusi Penyeberangan di Air 

Paragraf 1 

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 

Pasal 57 

Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut Retribusi atas 

pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan 

di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
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Pasal 58

(1)  Objek  Retribusi  Penyeberangan  di  Air  adalah  pelayanan  penyeberangan
orang  atau  barang dengan  menggunakan  kendaraan  di  air yang  dimiliki
dan/atau di kelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)  Dikecualikan  dari  objek  Retribusi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
adalah  pelayanan  penyeberangan  yang  dikelola  oleh  Pemerintah,  BUMN,
BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 59

(1)  Sut)jek Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan/menikmati
pelayanan   penyeberangan   orang   atau   barang   dengan   menggunakan
kendaraan  di  atas  air  yang  dimiliki  dan/atau  dikelola  oleh  Pemerintah
Daerah.

(2)  Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan  sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (1)  yang  diwajibkan  membayar  retribusi,  termasuk  pemungut
atau pemotong retribusi penyeberangan di air.

Paragraf 2
Cam Mengulmr Tinglat Penggunaan Uasa

Pasal 60

Tingkat  pengunaan  jasa  diukur  berdasarkan  jenis  pelayanan  dan  jangka
waktu.

Pan8mf 3
Prinsip Penetapan Tarif Retril]usi

Pasal 6 1

(1)  Prinsip    penetapan    besamya    tarif   Retribusi    Penyeberangan    di    Air
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2)  Keuntungan  yang  layak  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (1)   adalah
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha penyeberangan
di air dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Striiktur dan Besarnya Tarif Retribu8i

Pasal 62

(1)  Struktur dan besarnya tarif retribusiJpenyeberangan di Air terdiri dari:

21

Pasal 58 

(1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan 

orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki 

dan/atau di kelola oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, 

BUMD, dan pihak swasta. 

Pasal 59 

(1) Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan/ menikmati 

pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan 

kendaraan di atas air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah 

Daerah. 

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang diwajibkan membayar retribusi, termasuk pemungut 

atau pemotong retribusi penyeberangan di air. 

Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasal 60 

Tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jangka 

waktu. 

Paragraf 3 

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi 

Pasal 61 

(1) Prinsip penetapan besarnya tarif Retribusi Penyeberangan di Air 

didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha penyeberangan 

di air dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

Paragraf 4 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

Pasal 62 

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi penyeberangan di Air terdiri dari: 
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a. Jasa penyeberangan orang

/orang/sekali
b. Jasa penyeberangan barang:

1)    Sepeda motor

:Rp.

:Rp.

1.000,-

2.000'-

/unit/sekali
2)   Barang lainnya dengan bobot max loo kg       :   Rp.1.000,-/barang

(2)  Tarif Retribusi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali

paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3)  Peninjauan tarif Retribusi sebagaimaia dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(4)  Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan    Peraturan    Kepala    Daerah    sepanjang    tidak    menibah    atau
menambah rincian obyek dan rincian jenis tarif retribusi penyeberangan di
air.

Baginn Keduabelas
Pelayanan Pedualan Produkei U8aha Daerah

Paragrf 1
Nana, Objek, Subjek dan Wtiib Retribusi

Pasal 63

Dengan   narna   Retribusi   Pelayanan   Penjualan   Produksi   Usaha   Daerah
dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi Pemerintah Daerah.

Pasal 64

(1)  Objek   Retribusi   Pelayanan   Penjualan   Produksi   Usaha   Daerah   adalah
penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

(2)  Dikecualikan  dari  objek  Retribusi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
adalah  penjualan  produksi  oleh  Pemerintah,  BUMN,  BUMD,  dan  pihak
swasta.

Pasal 65

(1)  Subjek Retribusi  Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi
atau Badan yang memperoleh produksi usaha daerah.

(2)  Wajib Retribusi Pelayanan Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang
pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan
untuk   melakukan   pembayaran   Retribusi,   temasuk   pemungut   atau

pemotong retribusi pelayanan penjualap produksi usaha daerah.
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(2) 

(3) 

(4) 

a. Jasa penyeberangan orang : Rp. 1.000,- 

/orang/ sekali 

b. Jasa penyeberangan barang: 

1) Sepeda motor : Rp. 2.000,- 

Junit/ sekali 

2) Barang lainnya dengan bobot max 100 kg : Rp. 1.000,-/barang 

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 

paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 

dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau 

menambah rincian obyek dan rincian jenis tarif retribusi penyeberangan di 

air. 

Bagian Keduabelas 

Pelayanan Penjualan Produksi Usaha Daerah 

Paragraf 1 

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 

Pasal 63 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Penjualan Produksi Usaha Daerah 

dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi Pemerintah Daerah. 

(1) 

(2) 

(1) 

Pasal 64 

Objek Retribusi Pelayanan Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah 

penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. 

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak 

swasta. 

Pasal 65 

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi 

atau Badan yang memperoleh produksi usaha daerah. 

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang 

pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan 

untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau 

pemotong retribusi pelayanan penjualan produksi usaha daerah. 
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Pangraf 2
Cara Mengufur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 66
Tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan jenis,  volume  serta nilai  satuan
harga barang.

Paragraf 3
Frinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 67

(1)  Prinsip   penetapan   besamya   tarif  Retribusi   Penjualan   Ptoduksi   Usaha
Daerah  didasarkan  pada  tujuan  untuk  memperoleh  keuntungan  yang
layak.

(2)  Keuntungan  yang  layak   sebagaimana  dimaksud   pada   ayat   (1)   adalah
keuntungan   yang   diperoleh   apabila   pelayanan  jasa   usaha   pelayanan

penjualan  produksi  usaha  daerah  tersebut  dilakukan  secara  efisien  dan
berorientasi pada harga pasar.

Paragmf 4
Strultur dan Be8amya Tarif Retribusi

Pasal 68

(1)  Struktur dan besamya tarif retribusi pelayanan penjualan produksi usaha
daerah   sebagaimana   tercantum   dalam   lalnpiran  VII   yang   merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

a       (2)  Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali
paling lalna 3 (tiga) tahun sekali.

(3)  Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(4)  Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan    Peraturan    Kepala    Daerah    sepanjang    tidak    merubah    atau
menambah   rincian   obyek   dan   rincian  jenis   tarif  retribusi   pelayanan

penjualan produksi usaha daerah.

BJne Ill

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 69

Retribusi  sebagaimana  dimaksud  dalarn  Pasal  2  digolongkan  dalaln  jenis
Retribusi Jasa Usaha.
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Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasal 66 

Tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan jenis, volume serta nilai satuan 

harga barang. 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Paragraf 3 

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi 

Pasal 67 

Prinsip penetapan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha 

Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang 

layak. 

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha pelayanan 

penjualan produksi usaha daerah tersebut dilakukan secara efisien dan 

berorientasi pada harga pasar. 

Paragraf 4 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

Pasal 68 

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan penjualan produksi usaha 

daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 

paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 

dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau 

menambah rincian obyek dan rincian jenis tarif retribusi pelayanan 

penjualan produksi usaha daerah. 

BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 69 

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan dalam jenis 

Retribusi Jasa Usaha. 
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BJae rv
VILAYAII PEMUNGUTA)I

Pasal 70
Retribusi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2,  yang  terutang dipungut  di
wilayah Kabupaten Bone Bolango.

BABV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Brfun Kecatu
Tata Cars Pemungiitan

Pasal 7 1

( 1 )  Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.

(2)  Retribusi  dipungut dengan  menggunakan  SKRD  atau dokumen  lain yang
dipersanakan.

(3)  Dokumen  lain  yang  dipersamakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(4)  Hasil  pemungutan  retribusi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  disetor
ke Kas Daerah dalam waktu paling lama 1 x 24 jam.

(5)  Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

® Bagian Kedun
Penentuan Pembayann, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan

Penundran Pe mbayamn
Pasal 72

( 1)  Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2)  Retribusi  yang  terutang  dapat  dibayarkan  secara  angsuran  atau  dapat

dimintakan penundaan pembayarannya

(3)  Pembayaran    secara    angsuran    atau    penundaan    pembayaran    dapat
dilakukan  setelah  disetujuinya  permohonan  tertulis  yang  diajukan  oleh
wajib retribusi kepada Bupati.

(4)  Tata  cara  penentuan  pembayaran,., tempat  pembayaran,  angsuran,  dan
penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
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BAB IV 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 70 

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang terutang dipungut di 

wilayah Kabupaten Bone Bolango. 

BAB V 

PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 

Tata Cara Pemungutan 

Pasal 71 

(1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan. 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. 

(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor 

ke Kas Daerah dalam waktu paling lama 1 x 24 jam. 

(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati. 

Bagian Kedua 

Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan 

Penundaan Pembayaran 

Pasal 72 

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. 

(2) Retribusi yang terutang dapat dibayarkan secara angsuran atau dapat 

dimintakan penundaan pembayarannya 

(3) Pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran dapat 

dilakukan setelah disetujuinya permohonan tertulis yang diajukan oleh 

wajib retribusi kepada Bupati. 

(4) Tata cara penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan 

penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 
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BAD VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 73

Dalam   hal   wajib   retribusi   tertentu tidak   membayar   tepat  waktunya  atau

kurang   membayar,   dikenakan   sanksi   administra.tif  berupa bunga   sebesar
2 %   (dua   per seratus)   setiap   bulan   dari     Retribusi   yang   terutang   yang

tidak  atau  kurang  bayar  dan ditagih  dengan menggunakan  STRD.

BAD VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal  74

®

®

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya  I  (satu) bulan kalender,

Pasal 75
Retribusi  yang  terutang  dalam  masa  retribusi  terjadi  pada  saat  pemberian

pelayanan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2.

BAD VIII

PENAGIHAN

Pasal 76

(1) Penagihan   Retribusi  terutang  yang  tidak  atau   kurang  bayar  dilakukan
dengan menggunakan STRD.

(2)  Penagihan    Rctribusi    tcrutang    sebagaimana   dimaksud    pada   ayat    (1)
didahului  dengan  Surat  Teguran  atau  Surat  Peringatan  atau  Surat  lain

yang sejenis.

(3) Surat Teguran  atau  Surat  Peringatan  atau  Surat lain yang sejenis  sebagai
awal tindakan pelaksanaan  penagihan Retribusi dikeluarkan 7  (tujuh)  hari
sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(4)  Dalam jangka  waktu   14  (empat)  hari  setelah  tanggal  Surat  Teguran  atau
Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi
harus meluna.si Retribusi yang terutang.

(5) Surat   Teguran   atau   Surat   Peringatan   atau   Surat   lain   yang   sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk.
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BAB VI 

SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 73 

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau 

kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 

2 Yo (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang 

tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

BAB VII 

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI 

Pasal 74 

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya Jl (satu) bulan kalender, 

Pasal 75 

Retribusi yang terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat pemberian 

pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 

BAB VIII 

PENAGIHAN 

Pasal 76 

(1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan 

dengan menggunakan STRD. 

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didahului dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain 

yang sejenis. 

(3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai 

awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari 

sejak saat jatuh tempo pembayaran. 

(4) Dalam jangka waktu 14 (empat) hari setelah tanggal Surat Teguran atau 

Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi 

harus melunasi Retribusi yang terutang. 

(5) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau 

Pejabat yang ditunjuk. 
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(6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BACK
REBERATAN

Pasal 77

( 1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
atau   pejabat   yang   ditunjuk   atas   SKRD   atau   dokumen   lain   yang
dipersalnakan dan STRD.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3  (tiga)  bulan

o         =ei¥un:::al bs=RWDa j?=eib;thw=fuke]C::£dJ:ad¥pa::bd=pee:iuLsi=ertneantkueaddaapit
di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan  di  luar  kekuasaannya  sebagaimana  dikmaksud  pada  ayat  (3)
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib
Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan   tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.

(6) Keberatan dapat diajukan  apabila Wajib  Retribusi telah  membayar paling
sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Retribusi.

(7) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat  (1),   ayat  (2),   ayat  (3)   dan  ayat   (4)   tidak  dianggap   sebagai  Surat

Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(8) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat
yang  ditunjuk  atau  tanda  pengiriman  surat  keberatan  melalui  surat  pos
tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 78

( 1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan   diterima,   hams   memberi   keputusan   atas   keberatan   yang
diajuhan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besamya Retribusi yang terutang.
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(6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan 

atau Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB IX 

KEBERATAN 

Pasal 77 

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati 

atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan dan STRD. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai 

alasan-alasan yang jelas. 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 

sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat 

menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan 

di luar kekuasaannya. 

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dikmaksud pada ayat (3) 

adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib 

Retribusi. 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan 

pelaksanaan penagihan Retribusi. 

(6) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Retribusi telah membayar paling 

sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Retribusi. 

(7) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat 

Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. 

(8) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat 

yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos 

tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan. 

Pasal 78 

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat 

Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang 

diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. 

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau 

sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. 
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(3) Apabila jangka waktu sebagalmana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Pasal 79

( 1) LJika pengajuan keberatan dikabulkah sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran   Retribusi   dikembalikan   dengan   ditambah   imbalan   bunga
sebesar  2%  (dua  per  seratus)  sebulan  untuk  paling  lama  12  (dua  belas)
bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

BABX

pEMBmulAN DAN pBNGHApusAN sANKsl ADMINlsTRATIF
Pasal 80

(I) Atas  pemohonan  Wajib  Retribusi  atau  karena jabatannya,  Bupati  atau
pejabat dapat membetulhan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
dan  STRD  yang  dalam  penerbitannya  terdapat  kesalahan  tulis  dan/atau
kesalahan   hitung   dan/atau   kekeliruan   penerapan   ketentuan   retribusi
daerah.

(2) Bupati atau pejabat dapat :
a.  mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga,

denda,   dan   kenaikan   retribusi`  yang   terutang   menurut   peraturan

perundang- undangan perretribusian daerah, dalam hal sanksi tersebut
dikenakan   karena   kekhilalan   Wajib   retribusi   atau   bukan   karena
kesalahannya;

b.  mengurangkan   atau   membatalkan   SKPD,   SKPDKB,   SKPDKBT   atau

STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
c.  menguran8kan atau membatalkan STPD;
d.  membatalkan    hasil    pemeriksaan    atau    ketetapan    retribusi    yang

dilaksanakan   atau  diterbitkan  tidak  sesuai  dengan   tata  cara  yang
ditentukan; dan

e.  mengurangkan ketetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan
kemampuan   membayar  Wajib   retribusi   atau  kondisi   tertentu   objek
retribusi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan
sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi
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(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan 

Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut 

dianggap dikabulkan. 

Pasal 79 

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan 

pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 

sebesar 20 (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) 

bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan 

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. 

BAB X 

PEMBETULAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 80 

(1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati atau 

pejabat dapat membetulkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan 

dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau 

kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan retribusi 

daerah. 

(2) Bupati atau pejabat dapat : 

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, 

denda, dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan 

perundang- undangan perretribusian daerah, dalam hal sanksi tersebut 

dikenakan karena kekhilafan Wajib retribusi atau bukan karena 

kesalahannya, 

b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau 

STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar, 

c. mengurangkan atau membatalkan STPD, 

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi yang 

dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang 

ditentukan, dan 

e. mengurangkan ketetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan 

kemampuan membayar Wajib retribusi atau kondisi tertentu objek 

retribusi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan 

sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi 
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sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  akan  diatur  lebih  lanjut  dengan
Peraturan Bupati.

®                                                                   BAB XI

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN DALAM

HALHAL TERTENTU ATAS POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 8 1

(1)  Bupati   atau   pejabat   yang   ditunjuk   berdasarkan   permohonan   wajib
retribusi dapat memberikan keringanan dan pengurangan retribusi, dalam
hal:

a. teljadi suatu bencana;
b. pemberian    stimulus    kepada    masyarakat/wajib    retribusi    dengan

memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
c. berkaitan    dengan    program   usaha   pengentasan    kemiskinan    dari

pemerintah;
d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
e.terdapat      alasan      lain      dari      wajib      retribusi      yang      dapat

dipertanggungjawabkan.

(2)  Tata cara pemberian  pengurangan  dan  keringanan  retribusi diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAD JHI

PENGIIAPUSAN PIUTANG DAN KADALUWARSA

Pasal 82

0      (1) Hak  untuk  melakukan  penagihan  Retribusi  menjadi  kedaluwarsa  setelah
melampaui   waktu   3   (ltiga)   tahun   terhitung   sejak   saat   terutangnya
Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang
Retribusi.

(2) Kedaluwarsa  penagihan  Retribusi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
tertangguh apabila :
a.  diterbitkan Surat Teguran; atau
b.  ada  pengakuan  utang  Retribusi  dari  Wajib  Retribusi,  baik  langsung

maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf  a,  kedaluwarsa  penagihan  dihitung  sejak  tanggal  Surat  Teguran
tersebut.
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati. 

BAB XI 

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN DALAM 

HAL-HAL TERTENTU ATAS POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA 

Pasal 81 

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan wajib 

retribusi dapat memberikan keringanan dan pengurangan retribusi, dalam 

hal: 

a. terjadi suatu bencana, 

b. pemberian stimulus kepada masyarakat/wajib retribusi dengan 

memperhatikan kemampuan wajib retribusi, 

c. berkaitan dengan program usaha pengentasan kemiskinan dari 

pemerintah: 

d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat, dan 

e. terdapat alasan lain dari wajib retribusi yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

(2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan retribusi diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BAB XII 

PENGHAPUSAN PIUTANG DAN KADALUWARSA 

Pasal 82 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 

melampaui waktu 3 (ltiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya 

Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang 

Retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tertangguh apabila: 

a. diterbitkan Surat Teguran, atau 

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung 

maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal Surat Teguran 

tersebut. 
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(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana   dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih   mempunyai   utang   Retribusi   dan   belum   melunasinya   kepada
Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)  huruf  b  dapat  diketahui  dari  pengajuan  permohonan  angsuran  atau
penundaan pembayaran dan  permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

®                                                               Pasal 83

(1) Piutang  Retribusi  yang  tidak  mungkin   ditagih  lagi  karena  hak  untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) .

(3) Tata  cara  penghapusan  piutang  retribusi  yang  sudan  kedaluwarsa  akari
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

CAB HII
PENGBMBALIAN KELEBIIIAN PEMBAYARAN

Pasal 84

(1)  Atas kelebihan pembayaran Retribusi,  Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2)  Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi   sebagaimana

a             dimaksud pada ayat (1) , harus memberikan Keputusan.
(3)  Apabila   jangka   waktu   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)    telah

dilampaui  dan  Bupati  tidak  memberikan  suatu  Keputusan,  perrnohonan

pengembalian  pembayaran  Retribusi  dianggap  dikabulkan  dan  SKRDLB
harus diterbitkan dalam j.angka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)  Apabila  Wajib  Retribusi  mempunyai  utang  Retribusi  lainnya,  kelebihan
pembayaran   Retribusi   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (1)   langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5)  Pengembalian   kelebihan  pembayaran   Retribusi   sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (1)  dilakukan  dalam jangka waktu  paling  lama  2  (dua)  bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6)  Jika  pengembalian  kelebihan  Retribusi  dilakukan  setelah  lewat  2  (dua)
bulan,  Bupati  memberikan  imbalan  bunga  sebesar 2%  (dua per  seratus)
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(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan 

masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada 

Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 

Pasal 83 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah 

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa akan 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BAB XIII 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 84 

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan 

permohonan pengembalian kepada Bupati. 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) , harus memberikan Keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 

dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan 

pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB 

harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan 

pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung 

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan 

sejak diterbitkannya SKRDLB. 

(6) Jika pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) 

bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2x (dua per seratus) 
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per    bulan    atas    keterlambatan    pembayaran    kelebihan    pembayaran
Retribusi.

(7)  Tata  cara  pengembalian  kelebihan  pembayaran  Retribusi   sebagaimana
dimaksud pada ( i ) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB ,av
PEIIAANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 85

(1 )  Pemanfaatan  dari  penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan
untuk      mendanai      kegiatan      yang      berkaitan      langsung      dengan

penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(2)  Alokasi  pemanfaatan  dari  penerimaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat

(1)  terlebih dahulu dianggarkan  dalam APBD  berdasarkan rencana target
penerimaan   dari   masing~masing   jenis   retribusi   untuk   setiap   tahun
anggaran.

(3)  Alokasi  pemanfaatan  dari  penerimaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(2) termasuk pula untuk pemberian insentif pemungutan.

(4)  Pengalokasian    anggaran    kegiatan    yang    berkaitan    langsung   dengan

penyelenggaraan pelayanan dalam APBD dikelompokkan ke dalam belanja
langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja.

BAD av
INSENTIF PEMUNGUTAN

Bagian Ke8atu
Pasal 86

(1) Instansi  yang  melaksanakan  pemungutan  Retribusi  dapat  diberi  insentif
atas dasar pencapaian kinelja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata  cara  pemberian  dan  pemanfaatan  insentif  sebagaimana  dimaksud
pada ayat ( 1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB"
PEIAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 87

(1) Pelaksanaan,   pemberdayaan,   pengawasan   dan   pengendalian   Peraturan
Daerah ini ditugaskan kepada perangkat daerah yang melaksanakan tugas

pemungutan retribusi daerah.
30.

per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran 

Retribusi. 

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BAB XIV 

PEMANFAATAN RETRIBUSI 

Pasal 85 

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan 

untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan 

penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. 

(2) Alokasi pemanfaatan dari penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terlebih dahulu dianggarkan dalam APBD berdasarkan rencana target 

penerimaan dari masing-masing jenis retribusi untuk setiap tahun 

anggaran. 

(3) Alokasi pemanfaatan dari penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) termasuk pula untuk pemberian insentif pemungutan. 

(4) Pengalokasian anggaran kegiatan yang berkaitan langsung dengan 

penyelenggaraan pelayanan dalam APBD dikelompokkan ke dalam belanja 

langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja. 

BAB XV 

INSENTIF PEMUNGUTAN 

Bagian Kesatu 

Pasal 86 
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif 

atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

BAB XVI 

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 87 

(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan 

Daerah ini ditugaskan kepada perangkat daerah yang melaksanakan tugas 

pemungutan retribusi daerah. 
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(2) Dalam  melaksanakan   tugas,   peran8kat  daerah   sebagalmana  dimaksud
pada ayat (1)  dapat bekelja sama dengan perangkat daerah atau lembaga
lain terkait,

BAB "1
KETENTUAN PEI\TYIDIKAN

Pasal 88

(1) Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah
diberi  wewenang  khusus  sebagal  Penyidik  untuk  melakukan  penyidikan
tindak  pidana  di  bidang  perTetribusian  Daerah,  sebagaimana  dimaksud
dalaln Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  Pejabat  Pegawal
Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh

pejabat yang  berwenang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a.  menerima,   mencari,   mengumpulkan,  dan  meneliti     keterangan  atau

laporan   berkenaan   dengan   tindak , pidana   di   bidang   perTetribusian
Daerah  agar  keterangan  atau  laporan  tersebut  menjadi  lebih  lengkap
dan jelas;

b.  meneliti,   mencari,   dan   mengumpulkan   keterangan   mengenai   orang

pribadi   atau   Badan   tentang   kebenaran   perbuatan   yang   dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana perretribusian Daerah;

c.  meminta  keterangan  dan  bahan  bukti  dari  orang  pribadi  atau  Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perretribusian Daerah;

d.  memeriksa buku, catatan, dan dokunen lain berkenaan dengan tindak

pidana di bidang perretribusian Daerah;
e.  melakukan     penggeledahan     urituk     mendapatkan     bahan     bukti

pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f.   meminta   bantuan   tenaga   ahli   dalam   rangka   pelaksanaan   tugas

penyidikan tindak pidana di bidang perretribusian Daerah;
9.  menyuruh    berhenti    dan/atau    melarang    seseorang    meninggalkan

ruangan  atau  tempat pada  saat pemeriksaan  sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;

h.  memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perretribusian
Daerah;
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(2) Dalam melaksanakan tugas, perangkat daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga 

lain terkait. 

BAB XVII 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 88 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 

diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan 

tindak pidana di bidang perretribusian Daerah, sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai 

Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh 

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perretribusian 

Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap 

dan jelas, 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 

pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 

sehubungan dengan tindak pidana perretribusian Daerah, 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan 

sehubungan dengan tindak pidana di bidang perretribusian Daerah, 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 

pidana di bidang perretribusian Daerah, 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 

pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan 

terhadap bahan bukti tersebut, 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana di bidang perretribusian Daerah, 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 

memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa, 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perretribusian 

Daerah: 
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i.   memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j.   menghentikan penyidikan; dan/atau
k.  melakukan   tindakan   lain  yang  perlu  untuk  kelancaran   penyidikan

tindak pidana di bidang perretribusian Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) memberitahukan dimulainya

penyidikan   dan   menyampaikan   hasil   penyidikannya   kepada   Penuntut
Umum  melalui  Penyidik  Pejabat  Polisi  Negara  Republik  Indonesia,  sesuai
dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang     Hukum  Acara
Pidana.

BAB -I
KETENTUAN PIDANA

Pasal 89

(1)  Wajib    Retribusi    yang    tidak    melaksanakan    kewajibannya    sehingga
merugikan  keuangan  Daerah  diancam  pidana  kurungan  paling  lama  3

(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi
terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2)  Denda   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   merupakan   penerimaan
ne8ara.

BABX
KE`rENTUAN pENUTup

pasal 9o
Ketentuan mengenai standar operasional prosedur dan tata cara pemungutan
untuk   masing-masing  jenis   retribusi  jasa   umum   sebagaimana   dimaksud
dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9 1

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
1.   Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2005 tentang

Retribusi Penjualan Produksi dan Jasa Usaha Daerah;
2.   Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2006 tentang

Retribusi Pelelangan Ikan;

3.   Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bplango Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Retribusi Obyek Wisata Pemandian Air Panas Lombongo;
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i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi: 

j. menghentikan penyidikan, dan/atau 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana di bidang perretribusian Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 

Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana. 

BAB XVIII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 89 

(l) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 

merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 

(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi 

terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan 

negara. 

BAB XX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 90 

Ketentuan mengenai standar operasional prosedur dan tata cara pemungutan 

untuk masing-masing jenis retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 91 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2005 tentang 

Retribusi Penjualan Produksi dan Jasa Usaha Daerah, 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2006 tentang 

Retribusi Pelelangan Ikan, 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2007 tentang 

Retribusi Obyek Wisata Pemandian Air Panas Lombongo, 
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4.   Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2009  tentang

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar   setiap   orang   dapat   mengetahuinya,   memerintahkan   pengundangan
Peraturan   Daerah   ini   dengan   penempatannya   dalaln   Lembaran   Daerah
Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal  21  Novmber 2011

Diundan8kan di Suwawa

pada tanggal  21  November 2011
SEKRETARIS DAERAII KABUPATEN BONE BOLANCO,

Drs. H. SYUKRI .. B0TUTIIIE. Msi
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.1964121219910310¢1

LEMBARAN DAERAII KABUPATEN BONE BOLANG0 TAIIUN 2011 NOMOR 29
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4. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2009 tentang 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah: 

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 

Pasal 92 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Bone Bolango. 

Ditetapkan di Suwawa 

pada tanggal 21 Novmber 2011 

Plt. BUPA BOLANGO 

WAKIL BUPATI, 

— 

HAMIM PO 

Diundangkan di Suwawa 

pada tanggal 21 November 2011 

s  SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO, 

Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, Msi 

PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 19641212 199103 1 OG1 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2011 NOMOR 29 
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9LAMPIRAN I PERATURAN DAERA.1 KABUPATEl\I BONE BOLANGO

I\loMOR      ;         TAlluN2011

TEl\lTAl\lG   :   RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA i.ARJF RETRIBuSI PEMAl(AIAN KEKAYAAN DAERAl1

NO. JENLS PEIVIAKAIAN KEKAYAAN DAERAH SATUAN TAR'F (Rp)

I 2 3 4
A PEMANFMTAN ATAU PENGGUNAAN RUMAH  PEMERINTAH DAERAH:

8C

12
i

Rumah   Pemerintah   Daerah  Type  A
________i;r_BL_I.;_n_._____

Rp                75,000
'Rumah   Pemerintah   Daerah  Type   8

Per Bulan Rp               50,000
3    ;          :Rumah   pemerintah   Daerah  Type   c Per Bulan Rp                25,000

PEMAKAlAN GEDUNG KELAS I:(untukkeperluanrapat,  pertemuan dan se-j=-n-isn;a--p;-d-a--;ian: -hari

12 I)I Per Hari Rp                75,000

untuk  keperluan   rapat, pertemuan dan sejenisnya  pada malam hari Per  Hari Rp             100,000

3i

i':::,uk     keperluan     pesta,    haiatan    atau    seienisnya     pada     slangIluntukkeperluanpesta,hajatanatausejenisnyapadamalamhari
Per HariPerHari Rp             200,000Rp250,000

4 II

1

5 I           untuk keperluan  pertunjukan,  hiburan atau sejenisnya pada siang hari Per Hari Rp             200, 000

61' untuk  keper-Iuan  pertunjukan,  hiburan  atau  sejenisnya  pada  malam Per Hari Rp             300, 000

I

I hari

PEMAKAIAN  GEDUNG  KELAS 11:

Per Hari1\ untuk  keperluan  rapat, pertemuan dan sejenisnya  pada  siang  hari Rp               60,000

1

Per Hari Rp               80,0002 untuk  keperluan  rapat, pertemuan dan sejenisnya  pada malam hari

3 1 untuk     keperluan      pesta,    hajatan    atau    sejenisnya      pada     siang\hari Per Hari Rp             150,000

4

+( untuk   keperlua-n   p-:Eta,-i:i:t-an-:t-aL-;-eT=ril;;}a--p=6;ira-l=mTi=rr

Per Hari Rp             200,000

Per  Hari R p             150, 0005    i          |untuk keperluan pertunjukan,  hiburan  atau sejenisnya pada siang hari

6

D

untuk  keperluan  pertunjukan,  hiburan  atau  sejenisnya  pada  malamhari Per Hari Rp             250,000Rp40,000Rp50,000Rp100,000Rp150,000Rp100,000Rp200,000Rp100,000

PENARAI AN GEDUNG KEIAS Ill:

1 untuk  keperluan   rapat, pertemuan dan sejenisnya  pada  sjarig  hari Per Hari

2            |untuHeperlu;wap:t,-a-eriem-u;L-6-a-n-sejenlsnya  pada malam hah Per tJari

3 untuk     keperluan     pesta,    hajatan    atau    sejenisnya     pada     siang Per Hari

hari

4 untuk   keperluan    pesta,   hajatan  atau  sejenisnya    pada malam hari Per Hari

5 untuk keperluan pertunjukan, hiburan atau sejenisnya pada siang hari Per Hari

11

6

i:::juk  keperluan  pertunjukan,  hiburan  atau  se/emsnya  pada  malam

Per Hari

E pEMAkA_IAN RTUANGMi/-kAMAR PENGINAPAN ATAU SEJ ENISNfAl-

F

1                Ruangan/kamar kelas I Per Hari

2 Ruangan/kamar kelas 11 Per Hari Rp                75,000

3 Ruangan/kamar kela;  11 Per Hari Rp                50,000

PEMAKA-IAN -TANAH IVIILI K DAERA+I DAIAM BENTUK SEWA PAl(Al :

Rp                  1,5001 1industri Per Meter Per Tahun

2
I

Perdagangan Per Meter Per Tahun Rp                   1,000

3 Pert;niah/Perkebunan/P-eternak;n----- Per Meter Per Tahun Rp                   1,000Rp500

4 sosia' Per Meter Per Tahun

51 keper'uah I-bad;h Per Meter Per Tahun Rp                      500

G PEMAKAlAN SARANA 0lAH RAGA:

1 Ged uns Olah  Raga:

Rp             250,000Rp200,000
'a)

kelas ' Per Hari

b) Kel.as  „ Per Hari

c) ke'a; Ill Per Hari Rp             150,000

“LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

NOMOR TAHUN 2011 

TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

NO. JENIS PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH SATUAN TARIF (Rp) 

1 2 3 4 
A (PEMANFAATAN ATAU PENGGUNAAN RUMAH PEMERINTAH DAERAH: 

1 'Rumah Pemerintah Daerah Type A | Per Bulan 3 “Rp | 75,000 

2 (Rumah Pemerintah Daerah Type B Per Bulan 0... |Rp . 50,000 

3 Rumah Pemerintah Daerah Type C : Per Bulan Rp 25, 000 
B (PEMAKAIAN GEDUNG KELAS I: 

3 5 luntuk keperluan rapat, pertemuan dan sejenisnya pada siang hari Per Hari Rp 75,000 

2 luntuk keperluan rapat, pertemuan dan sejenisnya pada malamhari | PerHari Rp 100,000 

3 | luntuk keperluan pesta, hajatan atau sejenisnya “pada siang “ PerHari Rp” 200,000 

| 'hari PEN 0. ' 

4 | untuk keperluan pesta, hajatan atau sejenisnya pada malam hari Per Hari Rp 250,000 

5 luntuk keperluan pertunjukan, hiburan atau sejenisnya pada siang hari N Per Hari Rp . 200,000 

a | Kau | aan Mn 
6 untuk keperluan pertunjukan, hiburan atau sejenisnya pada malam Per Hari Rp 300,000 

|hari ii 

€ PEMAKAIAN GEDUNG KELAS II: 

1 luntuk keperluan rapat, pertemuan dan sejenisnya pada siang hari Per Hari Rp 60,000 

2 untuk keperluan rapat, pertemuan dan sejenisnya pada malam hari —— Per Hari Rp 80,000 

3 | "untuk keperluan pesta, hajatan atau sejenisnya pada siang ——— Per Hari Rp 150,000 

| hari | | | ' Pa INN 

4 | luntuk keperluan pesta, hajatan atau sejenisnya pada malam hari “Per Hari Rp 200,000 

5 | untuk keperluan pertunjukan, hiburan atau sejenisnya | pada siang hari — —— PerHari an Rp | 150,000 
| 

6 | luntuk keperluan pertunjukan, hiburan atau sejenisnya pada malam Tn Per Hari Rp 250,000 

| Ihari 0. 0 

D (PEMAKAIAN GEDUNG KELAS Ill: KN Kan 0 0 
1 | luntuk keperluan rapat, pertemuan dan sejenisnya pada siang hari Per Hari Rp 40, 000 

ra | PN . Ka 
2 | luntuk keperluan rapat, pertemuan dan sejenisnya pada malam hari Per Hari Rp 50,000 

3 | juntuk keperluan pesta, hajatan atau | sejenisnya — pada siang PerHari Rp | 100,000 

4 | luntuk keperluan pesta, hajatan atau sejenisnya pada malam hari Per Hari Rp 150,000 

5 | luntuk keperluan pertunjukan, hiburan atau sejenisnya | pada siang haril —— PerHari Rp 100,000 

6 | 'untuk keperluan pertunjukan, hiburan atau sejenisnya pada malaml —— PerHari Rp 200,000 

hari 

E (PEMAKAIAN RUANGAN/KAMAR PENGINAPAN ATAU SEJENISNYA: —— MN | 
1 | |Ruangan/kamar kelas I 0 ' 3 “PerHari ——— |Rp —— 100,000 
2 (Ruangan/kamar kelas II . 55 0... Per Hari . IRp 75,000 
3 |Ruangan/kamar kelas II 0 — PerHari (Rp 50,000 

F PEMAKAIAN TANAH MILIK DAERAH DALAM BENTUK SEWA PAKAI: DAN Dg 

1 | Industri Pa 00001 PerMeterPerTahun | Rp 1,500 

2 | (Perdagangan Pen 01. Per Meter Per Tahun Rp 1,000 

3 | |Pertanian/Perkebunan/Peternakan . Per Meter Per Tahun | Rp 1,000 
Al Sosial Da Per Meter Per Tahun | Rp 500 

2 5 Keperluan Ibadah PN | PerMeterPerTahun | Rp 500 

G (PEMAKAIAN SARANA OLAH RAGA: — ' 
1 (Gedung Olah Raga: 0 

ja) |Kelas ! | Perttari oo” |Rp 250,000 
Ib) | Kelas II : 3 — PerHari Rp 200,000 
Id ikotae Il Per Hari Rp 150,000 





I 2 3 411 2 Lapangan Olah  Raga:11 a)b) Sepa k  Bola
-Ke asl Per Hart Rp             loo,000
-Ke as'l Pel' Hari Rp               50, 000

vo,,y Per Jam Rp               50,000

H

c) Tenis lapangan PerJam Rp               50,000

PEMARAIAN I(ENDARAAN/ALAT BERAT:

1     DumpTruck34Ton
la Pemakaian  perjam PerJam Rp                62,50011 Ib Pemakaian  tiap   hari Per Hari Rp             500,000

'c Setiap  kelebihan  2  jam  dihitung  1/4  hari   kerja Per 2 Jam Rp              12S,000

2     Excaavalor 70 -80 -140 HP

Pemakalan   per  jam Per Jam Rp             200,000

b untu k   pemakaian  tiap   hari Per Hari Rp         1, 600,000

C untlJk  setiap  kelebihar`  Z  jarri  dihitunB  1|4  hari  kerja Per 2 Jam Rp            400,000

I PENGGulVAN ASFT BIDANG PERIRANAN/KELAUTAN

1     Kenderaa n:11 llab
'1 Motor Box 2 roda

Per bulan Rp               70,000

Motor Box 3 roda Per bulan Rp             280,000

C Mob iBox Per bulan Rp         1,200,000

2     Alat-alat DMng/Snorkling:

- Selam  Lengkap
.  ..   ,r__p_;_rT3 `ka,i d,ve

Rp             250,000

pressor Per tabung Rp                50,000
!c         Alat Snorkling Per hari Rp                75,000

3    Tempats nggahnempat Khusus Diving:

ab
'Homs.hal

e stay KKLD per hFT_ Rp             100,000

ter KKID Per 3 jam Rp                30,000

c        Spot Dive (mouring bouy) di  KKLD per spot/hari Rp             150,000I 4 Alat Tangkap.

!a Kapa Mini Purse Seine lengkap ilo GT Perbulan Rp         2,000,000

b Kal, Pemancing Tuna <  10 GT Perbulan Rp         1,500,000

C Kap Pemancing Tuna >10 GT - 30 GT Perbulan Rp         5,000,000

5

d
_Kap

Pemancing Tuna > 30 GT perbul;.n Rp         7,500,000

Alat & Te moat di Tpl .

a       lpera atan Tuna  Loin  Luar TPI  Per Paket Perbulan Rp               60,000

b Ban sal TLina  Loin  Dalam Tpl Perbulan Rp             250,000

J

C 8_;.I;_ Pertemuan Nelayan Per hari Rp             200,000

PEN GGu NAAN ASET BIDANG PERTANJAN :

1 Traktor aesar Per Musim Rp             750,000

2 Hand Traktor Per Musim Rp             600,000

3 Gi'in8an  Pad[_       _        _______      .            _.__..._____ Per Musim Rp         1,875,000

4 Perontok 6aai_ Per Unit Per Tahun Rp         1,000,000

5 tul vator PerTahun Rp            500,000

6 Porn  aA Per Musim Rp             100,000

7 Pen8Olah Kompos Per Tahun Rp             750,000

8 1seedcleaner Per Mus`\m Rp            500,000

1= 9[ Tanah Sawah (20 M2x2o MZ) Per Musim Rp             750,000

10 Tanah Perkebunan Per Meter Per Tahun Rp                  1'000

K PENANFAA1.AN GEOUNG DAN ALAT PRODUKsl:

1
-

Tanah dan Gedun8 Pabrik Sabuk Kelapa PerTahun Rp      35,000,000

2 Mes n  Pengolahan/Produksi Sabuk Kelapa Per Tahun Per Paket Rp      60,000,000

L PEMANFAATAN ASET PERPuSTAl(AAN:11 Pem njaman Buku Per Buah  Per Dua  Hari Rp                      500

-

1 2 3 4 

2 (lapangan Olah Raga: . 0. 

la) |sepak B Bola 0 0. PEN 0 . — 
|. I- Kelas I KN 0 — PerHari —— Rp — 100,000 | 

|. 5 Kelas II oo OPerHari o—”)”|Rp oo”) 50,000 
'b). Volly . — Perlam ——” (Rp ”—” 50,000 
') (Tenis Lapangan | Ka '  Perlam Rp 50,000 

H- (PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT BERAT: Ng 1 
1 | ump Truck 3-4 Ton | 0 Ke 2 " ai 

IG) (Pemakaian per jam Per Jam Rp 62,500 

ib (Pemakaian tiap hari ' 0 “ Per Hari Rp 500,000 

c (Setiap kelebihan 2 jam dihitung 1/4 hari kerja Per 2 Jam Rp 125,000 

2 |Excavator 70-80-140HP | aa Ng 
ja 'Pemakaian per jam 0000 Perjam Rp 200,000 

lb |Untuk pemakaian tiap hari Ma. IN Per Hari Rp 1,600,000 

0 Ic |Untuk setiap kelebihan 2 jam dihitung 1/4 hari kerja it — Per2jJam Kn Rp 400,000 

| IPENGGUNAAN ASET BIDANG PERIKANAN/KELAUTAN | 3 Na 
1 Kenderaan: 0 Nan 

ja Motor Box 2 roda Ka |. Perbulan Rp 2 — 70,000 
bd Motor Box 3 roda KN : Perbulan Rp 280,000 

e (Mobil Box 3 . Per bulan Rp 1,200,000 

2 |Alat- -alat Diving/Snorkling: 0 PAN | | — 

la | Alat Selam Lengkap 000000000000 Per2 kali dive | | Rp — — 250,000 

'b 'Kompressor Kan Per tabung 00 IRpo 50,000 

c |Alat Snorkling KN Perhari Rp 75,000 
3 Tempat Singgah/Tempat Khusus Diving: 0 Kn 

ja (Home stay KKLD Ta . Perhari ——— (Rp — 100,000 
Ib Shelter KKLD : 3 0 — Per3j jam Rp 30,000 

ic (Spot Dive (mouring bouy) di KKLD 3 PEN per spot/hari Rp 150,000 

4 Alat Tangkap: KN Pa N h 
la (Kapal Mini Purse Seine lengkap 2 10 GT KN 3 Perbulan Rp 2,000,000 

| Kapal Pemancing Tuna « 10 GT Perbulan Rp 1,500,000 

Ic |Kapal Pemancing Tuna »10GT-30GT — Perbulan |Rp 5,000,000 
d (Kapal Pemancing Tuna » 30GT 3 Kan Perbulan |Rp 7,500,000 

5 Alat & Tempat di TPI: | Pa 

ja | Peralatan Tuna Loin Luar TPI Per Paket Kan Kan Perbulan — Rp 60,000 
Ib (Bangsal Tuna Loin Dalam TPI Ta 0 Perbulan — IRp 250,000 

| Ic Balai Pertemuan Nelayan Pan 0 ... Perhari — (Rp 200,000 

J PENGGUNAAN ASET BIDANG PERTANIAN: : 0 JI BN 
1 (Traktor Besar 0 : 0 PerMusim Rp 750,000 

2 Hand Traktor 0 PE Per Musim Rp 600,000 

3 Gilingan Padi Kn NN — Per Musim “(Rp 1,875,000 

4 Perontok Padi Na “PerUnitPerTahun Rp 1,000,000 
5 (Cultivator — Kn 3 Per Tahun . IRp — S00,000 

6 Pompa Air — 0 3 Per Musim Rp 100,000 
7 |Pengolah Kompos Tn Per Tahun . JRp 750,000 
8 Seedcleaner Ke —.. Per Musim (Rp 500,000 | 

— Ia! Tanah Sawah (20M2x20M) Na —. PerMusim —— (Rp 750,000 
10 (Tanah Perkebunan PN : PerMeterPerTahun | Rp 1,000 

0. Taat GEDUNG DAN ALAT PRODUKSI: aa Ka 
NN (Tanah dan Gedung Pabrik Sabuk Kelapa PerTahun — Rp 35,000,000 
0 Ii 5 ' Mesin Pengolahan/Produksi S2 Sabuk Kelapa” PerTahun PerPaket |Rp 60,000,000 

—L (PEMANFAATAN ASET PERPUSTAKAAN: 0 | 
0 Peminjaman Buku Per Buah Per Dua Hari | Rp 500 

aU, 

Pit. BUPATI BONE BOLANGO 

WAKIL BUPATI, 

kb 

Hamil POU 
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•     LAIVIPIRAN  11  PERATURAN  DAERAll RABuPATEN  BONE  BOLANGO

NOMOR      :         TAHUN 2011

TENTANG   :   RETRIBuSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBuSI PASAR GROSIR/PERTol(OAN

NO. JENIS JASA PASAR GROSIR/PERTOKOAN SATUAN TARIF (Rp)

I 2 3 4

1 Rumah Toko Per Bulan Rp                700,000

2 Toko Per Bulan Rp                 350,000

34 Kios  Lantai  11  &  Ill  Bangunan  Pasar Per Bulan Rp                   75,000

Kios Lantai I  Bangunan  Pasar Per Bulan Rp                 100,000

5 LOs Per Bulan Rp                   15,000

6
-Se*alahanuntukruang/petakjualan

Per Bulan Rp                   10,000

7 Penggunaan Meja Jualan Per Unit Per Hari Rp                      1, 500Rp2,000Rp5,000

89 Penggunaan Tenda Jualan
I        Per Meter per Hari

Penggunaan Etalase Per Unit Per Hari

10 Pemanfaatan Listrik Per Hari  Per Pemakai Rp                     5,000

11 Pemanfaatan Air
----P-e-r-H-;F[Perpemakai

Rp                      2,000

12 Pemanfaatan WC:

a.  Buang  Hajat Air Besar Per Orang Rp                      2,000

b.  Buang  Hajat  Kecil Per Orang Rp                       1,000

Plt. BuPATI BON EB    LANGO
KIL BuPA],

HAMIM P

1U

®

“LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

NOMOR TAHUN 2011 

TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR/PERTOKOAN 

NO. JENIS JASA PASAR GROSIR/PERTOKOAN SATUAN TARIF (Rp) 

': 2 3 4 

1 IRumah Toko Per Bulan Rp 700,000 

.2 (toko | kerBulan Rp” 350,000 
3 (kios Lantai II & III Bangunan Pasar | Per Bulan (Rp 75,000 

| 4 (Kios Lantai | Bangunan Pasar 1 3 Per Bulan Rp Ti 100,000 

5 Itos OP PerBulan —— |Rp —— 15,000 

6 Sewa Lahan untuk ruang/petak jualan 0000001 PerBulan Rp 10,000 

7 (Penggunaan Meja Jualan 0... PerUnitPerHari — | Rp 1,500 

8 Penggunaan Tenda Jualan PerMeterPerHari | Rp 2,000 

9 (penggunaan Etalase Na “PerUnitPerHari — (Rp 5,000 

10 |pemanfaatan Listrik —.1 erHariPerPemakai | Rp ———— 5,000 

11 (Pemanfaatan Air — PerHariPerPemakai | Rp” 2,000 

12 | Pemanfaatan WC: Kn 

a. Buang Hajat Air Besar Per Orang Rp 2,000 

b. Buang Hajat Kecil Per Orang.) Rp 1,000 

Pit(BUPATI BONE BOLANGO 

HAMIM PGU 

WAKIL BUPATI — 
L —-
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9    LAMPIRAN  111  PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BONE  BOLANGO

NOMOR      :         TAHUN 2011

TENTANG   :   RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN  BESAFtNYA TARIF RFTRIBuSI TERMINAL

NO. JENIS PELAYANAN TERMINIAL SAT|[AN TARIF (Rp)

I 2 3 4
A Penyediaan Tempat Parkjr Kendaraan Penumpang:

1 Angkutan Kota  :

a)wi krolet Per Hari Rp                     1'000

b)M ni  Bus Per Hari R p                    4,000

c) Bus Kota Per Hari Rp                     5'000

2 An8kutan antar kota :

;)Mb)B ni  Bus Per Sekali Rp                     1,000

s Sedang Per Sekali Rp                      1,500

c)-bu-s-6es-ar-`- Per Sekali Rp                     3,000

8 Pemakaian Ruang Untuk Kendaraan Bermalam:

Rp                     2,000Per Malam1 Mikrolet/Mini Bus, taxi

2 B-us sad-ang/B-us [Kata-      -  --- -- --I---- Per Malam Rp                    4,000

C

3Pe Bus Besar Per Malam Rp                    6,000

akai;
-n Ruang Tempat Usaha

1 i Rukonoko Per Bulan Rp                150,000

2 I Kantin Terminal Per Bulan Rp                   60, 000

3 Gerobak Dagang Per Bulan Rp                  25,000

4 Kios Per Bulan Rp                  30,000

D Pemakaia n  Fasilitas Lainnya

1 Kendaraan Pengantar Per Sewn 5o6_Rp

E

2Pe123 Pelayanan Penumpang angkutan umum antar kota Per Orang Rp                         200

akai;n Kam;r mandi/ tic

Mandi Per Set(a'i Rp                     1,000

Buang Air Besar Per Sekali Rp                      1,000

Buang Air Kecil Per Sekali Rp                         500

4      !Pen8ambilan Air Pel. 5  Liter Rp                     1,000

0

R 

& 

£ LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

NOMOR : TAHUN 2011 

TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL 

NO. JENIS PELAYANAN TERMINAL SATUAN TARIF (Rp) 

5! 2 3 4 

A |Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Penumpang: 

Ih JangkutanKota: 0D Nan 

2 Mikrolet Ge artiai Die 1.000 
lb) Mini Bus Per Hari Rp 4,000 

@0us kota Partai ap 5000 
2 |Angkutan antar kota : 

“Taimini bus OP er Sekai Rp L.000 
|b) Bus Sedang Per Sekali Rp 1,500 

'd Bus Besar aa Per Sekali Rp . 3,000 

B (Pemakaian Ruang Untuk Kendaraan Bermalam: 

1 (Mikrolet/MiniBus,taxi | PerMalam —— (Rp 2,000 
2 (Bus Sedang/Bus Kota aa Per Malam Rp — 4,000 

na i 3 (Bus Besar Na Tn 2 Per Malam Rp Tn 6,000 

C (Pemakaian Ruang Tempat Usaha — | Na en an 

—. Ih 'Ruko/Toko 0 00000 PerBulan —— (Rp 150,000 
2 Kantin Terminal 1 Per Bulan Kn Rp 3 60,000 

3 (Gerobak Dagang Per Bulan Rp 25,000 

4 Kios Ph PerBulan — Rp” 30,000 
D Pemakaian Fasilitas Lainnya Pa Kn 

| 1 Kendaraan Pengantar NN TA . Per Sekali Na Rp 500 

2 (Pelayanan Penumpang angkutan umum antar kota “— Per Orang Rp — 200 

E Pemakaian Kamar mandi/ WC Pa TA . 

1 Mandi Tn Per Sekali Rp” 1,000 
2 (Buang Air Besar . PerSekali —— Rp Na 1,000 

3 Buang Air Kecil 0 PerSekali ——— (Rp 500 | 
4 Pengambilan Air 00 erstiter ”—— IRp “1,000 





7.LIAMPIRAN  IV PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BONE BOLANGO

NOMOR      :         TAHUN201l
L` TE|\lTANG   :   RETRIBUSI JASA uSAllA

STRul(TU R DAN  BESARl\IYA TARIF RETRIBuSI  PENGll\lAPAl\l/PESAl\IGGRAllAN/VILLA

NO. JENlsunLAs JENIS ROOM SATUAN TARIF (Rp)

I 2 3 4
A MESSMISMA:1|KelasIbagi p_:latlh_an  PTS   -_   _          __          _ I

a. Suite Per Hari Rp                40,000Rp30,000

b. Superior Per Harl

I c. Standar Per Hari Rp                 25,000
)2 Kei;si Ln`uk-jri-urnI

d. Extra bed Per  Hari Rp                _15,ooo

a. Suite Per  Ha,i Rp               60,000

b. Superior Per Har'' Rp                 34,000

;:-STa'F`-d-a-;-- Per Hari Rp                 35,000Rp20,000Ftp18,000

d.  Extra bed Per Hari

3 KelasKelas Bagi  Pelatihan  PNS a.  Suite Per Hari

b. Sl,perio' Pel.  ltari Rp                 15,000Rp12,000

c. Standar Per Harl

d. Extra bed Per Hari Rp                 10,000

4 untuk Umum a. Suite Per Hari Rp                 25,000

b. Superior Per Harl Rp                20,000
_

c. Standar Per Hari Rp                 15,000

a:-E'x-t`;TbTd Per Har' Rp                 12,000

5 Kelas I  Bagl  Pelatihan  PNS a. Superior Per Hari Rp                15,000

bTstandar Per Hari Rp                 13,000

cTExtrabed Per Hari Rp                 11,000Rp20,000

6 Kelas untuk Umum a. Superior Per Hari
-bTsi=n-jar

Pe, Hari Rp                 17,000

c. Extra bed Per Hari Rp                 14,000

8 PESANGGRAHAN            (COTTAG E,            GRAHA IWISATA)

+! Bagi Pelatjhan i'NS a.       Doublebed(VIP) Per tiari Rp                 50,000

b.      Doublebed(Std) Pe, Harl Rp                40,000

:I    Twin bed (Std) Per Hari Rp                40,000Rp45,000

I--
d:i;i-pl:~b-ed(Std)-----~'- Per Hart

2 Untuk Umiim

e.-  - -G-r=ha Wisataa.6o`L-aT:-iTdi¢I-p)  ----- Per  Harl Bp                 15,000Rp77,000

Per  Hari
•b.-bt)iible bed (std)~`T---

Per  Harl Rp                 65,000

cl---T-J/i-n-bed(Std) Per  Hari Rp                 65,000Rp70,000

d.     Triple bed  (Std) Per  Hari
I

e.      Grahawisata Per Hari Rp                  30,000

C V'LLA

1
` Kelas  I Untuk Pelatihan PNS Per Hari Rp                45,000Rp70,000

2 Kelas  I Untuk Umum Per Hari

3 Kelas Untuk Pelatihari  PNS Per Hari Rp                 35,000

4 ke_'a.s. u-nTukumum Per Hari Rp                 60,000

5 k_eli; Untuk Pelatihan PNS Per Harl Rp                30,000

6 Kelas tlntuk umum Per llari- Rp                50,000

Plt. BU   ATl GOBONE BOLAN

H

lL BuPATl'AMIMPOU

1
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“LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

« NOMOR TAHUN 2011 

“ TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA 

NO. JENIS/KELAS JENIS ROOM SATUAN TARIF (Rp) 

1 2 3 4 

A |IMESS/WISMA: 

1 | Kelas | bagi Pelatihan PNS a. Suite Na | Per Hari “1 Rp —— 40,ooo| 

| | | b. Superior Na Per Hari Rp 2 30,000 

| c. Standar 0001 erHari | Rp” 25,000 

| d. Extra bed ' 0 ' Per Hari Rp 15,000 

2 Kelas | untuk Umum a. Suite Per Hari Rp 60,000 

| b. Superior PerHari | Rp” — 34,000 

| c.Standar — | — PerHari — | Rp 35,000 

| d. Extra bed Per Hari Rp 20,000 

3 Kelas Il Bagi Pelatihan PNS a. Suite Tn Per Hari Rp — “18,000 

Ta | | Na | b. Superior — 3 N Per Hari Rp 15,000 

| c. Standar Per Hari Rp 12,000 

| d. Extra bed —. | erHari — | Rp — 10,000 

- 4 | Kelas Il untuk Umum a. Suite DA DA Per Hari Rp 25,000 

Tn 1 | Ta b. Superior Per Hari Rp 20,000 

| le.Standar (o PerHari Rp 15,000 

| Ola.Extrabed ”——————— | perHari | Rp 12,000 

5 |Kelas III Bagi Pelatihan PNS a. Superior Per Hari Rp 15,000 

| Ba b.standar —— PerHari Rp 13,000 

T Ie.Extrabed —————— | perhari Rp” 11,000 

6 Kelas III untuk Umum a.Superior | PerHari — | Rp” 20,000 
| b.Standar | PerHari — | Rp” 17,000 
| | c.Extrabed | PerHari | Rp ”— 14,000 

B |(PESANGGRAHAN (COTTAGE, GRAHA 

WISATA) PE PN 

1 Bagi Pelatihan PNS a. Double bed (VIP) Per Hari Rp 50,000 

| b. Double bed (Std) PerHari — | Rp 40,000 
c. Twinbed (Std) — | Per Hari Rp 40,000 

d, Triple bed (Std) —— Per Hari Rp Ta 45,000 

le. Graha Wisata — Per Hari Rp 15,000 

2 Untuk Umum a. Double bed (VIP) — PerHari Rp 77,000 

| b. Doublebed(std) —— |” PerHari — | Rp 65,000 

| c. Twinbed (Std) ———— | PerHari Rp 65,000| 

| d. Triple bed (Std) PerHari — | Rp” 70,000 
e. Graha Wisata “ PerHari — | Rp”— 30,000 

c JviLa 

1 Kelas Untuk Pelatihan PNS ——— |) Per Hari” | Rp Kn 45,000 

2 Kelas | Untuk Umum Per Hari Rp —. 70,000 

3 Kelas II  Juntuk Pelatihan PNS — PerHari | Rp 35,000 
4 Kelas II Untuk Umum Tn Per Hari Rp” 60,000 

5 Kelas IN Untuk PelatihanPNS ——— | Per Hari Rp 30,000 

6 Kelas TI 20 untuk Umum —— Per Hari Rp” 50,000 

Pit. BURATI BONE BOLANGO 

T, 

IL BUPATI, 

HAMIM POU 

——— 
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a  LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABuPATEN BONE BOLANGO

NOMOR      :         TAHUN2011

TENTANG   :   RETRIBuSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAII POTONG HEWAN

NO. JENIS LAYANAN RUMAH POTONG HEWAN SATUAN TARIF (Rp)

I 2 3 4
1 Pemeriksaan Penyem bel ihan/Pemotonga n:

a Sapi per Ekor_ Rp                50,000

b i Kambi n8 Per Ekor Rp                10,000

2

Cd [unggas Per Ekor Rp                   5,000

lTerna
k Lainnya Per Ekor R p                   5,000

Pelab yanan Pemeriksaan Ternak:

a.  Sap, perEk_6i__-- Rp                10,000Rp5,000

b.  Kambing Per Ekor

C c.  Un88as Per Ekor Rp                    2,500

3

d d.  Ternak Lainnya ier Ekor Rp                     5,000

Pemeriksaan Mutu:

a a.  Dag ng Sapi Per Sekali Rp                10,000

b b.  Da8 ing Kambing Per Sekali Rp                   5,000

C c.  Daging Unggas Per Sekali Rp                    5,000

d d.  Dag ing TernaTk  Lainnya Per Sekali Rp                    5,000

e e.  Kulit Ternak Per Sekali Rp                    5,000

®

- 

He 

£ LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

NOMOR : TAHUN 2011 

TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 

NO. JENIS LAYANAN RUMAH POTONG HEWAN SATUAN TARIF (Rp) 

1 2 3 4 

1 (Pemeriksaan Penyembelihan/Pemotongan: 

a (Sapi | | —— PerEkor — | Rp 50,000 
b Kambing | (PP PerEkor Rp” 10,000 

Ic Unggas an — | perEkor Rp — 5,000 

d | Ternak Lainnya | Kn 001 PerEkor “Ip” 5,000 

2 Pelayanan Pemeriksaan Ternak: aa — y”—— 3 1 

a 'a Sapi — Nan —. 1 perEkor — | Rp” 10,000 

bb. Kambing 0 OP Per Ekor “Rp —.. 5,000 

(0 le Unggas | — | Perfkor “Rp Kn 2,500 

d 'd. Ternak Lainnya Per Ekor Rp 5,000 

3 Pemeriksaan Mutu: Na  wenkk 

— Ia a. Daging Sapi Na 1 perSekali — | Rp —— 10,000 
b |b. Daging Kambing OI” PerSekali — | Rp 5,000 

c |c. Daging Unggas | aa “| perSekai — | Rp Tn 5,000 

d 'd. Daging Ternak Lainnya | Dn 'PerSekali Rp 5,000 

—. le le. Kulit Ternak — Nan — PerSekali — | Rp” 5,000 



®
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thMPIRAN VI PERATURAN DAERAII KABuPATEN  BONE BOIANGO

NOMOR      :         TAHUN 2011

TENTANG   :   RETRIBUSI JASA USAHA

STRURTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEIAYANAN K[PELABUHANAN

NO. JENIS JASA KEPELABUHANAN SATUAN TAR'F (Rp)

I 2 3 4
I JASA TAMBAT LABull PPI TONGO

A(Biayatambatdanlabuhuntukkapalberukurandibawahl0GT:

11) Kapal berukuran >  3 -5 GT Per kapal / etmar Rp                1,oo_o__
2) Kapal berukuran >  5   s.d   7 GT Per kapal / etmal Rp                1,500
3) Kapal berukuran >  7  s.d   10 GT

------Perkapal/etmal
Rp               2,500I 4) Perahu Motor Tempel Per perahu/24 jam Rp                   250

a Jasa Masul( kendaraan di Pelabuhan Perikanan

1) I Kendaraan ftoda 4
\ a) Pick-up Per kendaraan Rp               2,000

-+-I b) Truck Per kendaraan Rp               2,500
c)  Minl  Bus Per kendara=n Rp               2,000

2) Kendaraan Roda 2 dan roda 3

a)._Motor._             __      ________'..__ Per kendaraan Rp               1,000I b) Bentor Per kendaraan Rp               1,500
11 JASA  PEMANl:AATAN  IAHAN  &  BANGUNAN  AREAI  PEIABUHAN

MILIK DAERAH

I ALahan Parkir Peti Kemas Per unit Per Hari Rp               1,000Rp250Rp150,000

I a Guclang Barang P-eTivie-terperHari

- C     Toko Per Bulan

D      Kios Per Bulan Rp            75,000

®
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CAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

NOMOR TAHUN 2011 

TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN 

NO. JENIS JASA KEPELABUHANAN SATUAN TARIF (Rp) 

1 2 3 4 

| (JASA TAMBAT LABUH PPI TONGO 

A | Biaya tambat dan labuh untuk kapal berukuran dibawah 10 GT: 

1 (Kapal berukuran » 3 - 5 GT . | — —. Per “kapal /etmal 2. Rp . 1,000 

2 |Kapal berukuran » 5 s. d TGT — Per kapal / etmal 0 Rp 0 1,500 

3 (Kapal berukuran » 7 s.d 10 GT | Tn | Per kapal / /etmal | Rp 2,500 

14) | Perahu Motor Tempel KN : . PerPerahu/24jam  |Rp 250 

B Jasa Masuk kendaraan di Pelabuhan Perikanan — An 0 0 

11) Kendaraan Roda 4 KN Pa MEN Pa 

| la) Pick-up | Perkendaraan — |Rp — 2000 | 
'b) Truck Na Perkendaraan — |Rp 2,500 

|c) Mini Bus Na —— Per kendaraan Rp 2,000 
A 2 (Kendaraan Roda 2 dan roda 3 : 0 0. 

| ja) Motor —.. Perkendaraan — (Rp 1,000 
| Ni b) Bentor Nan Per kendaraan Rp 1,500 

Il IJASA PEMANFAATAN LAHAN & BANGUNAN AREAL PELABUHAN 

MILIK DAERAH” Yo Ta 

A Lahan Parkir Peti Kemas hi P er Unit Per Hari Rp 1,000 

B Gudang Barang  PerMeterPerHari | Rp 250 

C Toko 0... PerBulan —— (Rp 150,000 
D Kios ai Per Bulan Rp 75, 000 
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5,  LAMPIRAN W PERATURAN I)AERAH KABuPATEN BONE BOLANGO

NOMOR      :         TAHUN 2011

TENTANG   :   RETRIBuSI JASA USAHA

ED.I+KTim DAN BESAAAunARiF RETTt]BLis] TE.Hp^T RExpEAs] qu HiBURA+I

00

NO. OBJEK RETRIBUSI SATUAN TARIF (Rp)

i1 2 3 4
I Obayek Wisata Lombongo:.Pin-tu-wia-sukbt-am;:-     --`---I--------`---~---

-       Dewasa
Perorang Rp                       3,000

Perorang Rp                        2,500
b .!KolarhRenang:

Rp                        5,000Rp2,500Rp2,500

1)  Kolam Air Panas:

-   Dewasa
Perorang

I       -    Anak-anak
Perorang

)

12)  Kolam -Renang Olahraga:-Dewasa

Perorang
-    Anak-anak' Perorang Rp                        1,500

C. Wahana Sepeda Air:

-      ewasa Perorang/30 Menit Rp                       5, 000Rp3,000
)-    Ana-k-a-nak

Perorang/30 Menit
.       anggung Kesenian Tanpa FasilitasTambahan:

1)         Harisenins/dJumat2)HaTrisabtudan-MTngid   ---I  -TT------- Perhari Rp                 600'000

Perharl Rp              1,500,000
e. Water Boom:

-   Dewasa Perorang Rp                     25,000
-   Anak-anak Perorang Rp                    20,000Rp2,000,000Rp5,000Rp2,000

f. Gedung serb: Guha- -  -      --------   ---  ---   ~- Perhari

9. KiosMin-ip-enda       --rwi/Orempa-tBii;s/Rdang G-a-fiti----         +------I------- F=FFi=rFT------

Perorang

2 Obyek Wisata Botutonuo / Molutabu / Olele: I
a. Perahu/Sampan: I

-   Dewasa Per Unit/30 Menit Rp                       7,500

.b.
-   Anak-anak Per Unit/30 Menit Rp                       5,000

Banana Boat Perpaket R p                  150,000

C. Perahu Kaca/Katamaran Perpaket Rp                 250,000

d. Wcnempat Bilas/Ruang Ganti Perorang Rp                       2,000

"G+
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£ LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

NOMOR TAHUN 2011 

TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN HIBURAN 

NO. OBJEK RETRIBUSI SATUAN TARIF (Rp) 

1 2 3 4 

1 |Obyek Wisata Lombongo: 

a. Pintu Masuk Utama: Mn |. 

|- Dewasa Perorang 3 Rp Na 3,000 

Anak-anak Perorang — | Rp” “500 
b. Kolam Renang: Nan EN 

'y Kolam Air Panas: | | 

"3 Dewasa Perorang | Rp 5,000 

|. Anak-anak Perorang —— Rp 2,500 

I2) Kolam Renang Olahraga: — Na ' 

|. Dewasa Perorang Rp | 2,500 

|. Anak-anak Perorang”—— Rp 1,500 

(et (Wahana Sepeda Air: 0 0 Na 0 — 0 

p" Dewasa Perorang/30 Menit Rp 5,000 

P Anak-anak — Perorang/30 Menit Rp 3,000 

d. (Panggung Kesenian Tanpa Fasilitas Tambahan: Na Naa 

1» Hari Senin s/d Jumat 2 — Perhari Rp — 600,000 

2 Hari Sabtu dan Minggu | ——. Perhari — Tp — 1,500,000 

e. (Water Boom: | 1 — Ta Kn BNN 

|. Dewasa Perorang Rp 25,000 

|- Anak-anak 1 ” Perorang — | Rp 20,000 

1 |Gedung Serba Guna” —— Perhari — Tp” 2000,000 

g. (Kios Mini/Tenda Ga —— Perhari Rp 5000 

h. |WC/Tempat Bilas/Ruang Ganti | — Perorang — “Rp 2 2,000) 

2 lObyek Wisata Botutonuo / Molutabu / Olele: 

a. Perahu/Sampan: | Kn — Tn men 

|- Dewasa — DN rerUnit/30Menit | Rp” 7,500 

| - Anak-anak —— Per Unit/30 Menit | Rp 5,000 

b. (Banana Boat Tn Perpaket Kn “Rp Tn — 150,000) 

Cc. 'perahu Kaca/Katamaran Kn Ta Perpaket 2 Rp Na 250,000 

Ta, ea Bilas/Ruang Ganti 2 ( Perorang Rp | 2,000 

Pit. BUPATI BONE BONANGO 

HAMIM POU 

AKIL BUPATI, ST
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LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH RABuPATEN BONE BOLANGO

NOMOR      :         TAHUN2011

TENTANG   :   RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN  BESARNYA TARIF RETRIBUSI  PENJUALAN  USAHA PRODUKSI  DAERAH

1

I,;                     .,             ,.       -I          ,.,          ,,     ,\,.,,(         r       .,,       ,.,/,,v.       ,       -,,..,               I-\.^      .          ---,y             `~,1,?^~-`{.         ,      -,//...)

32 4
1 Pertanian

a Benih padi K8 Rp                    6,000

b Benih Jagung Komposit K8 Rp                   15,000

2

C
Benih Jagung Hibrjda Kg Rp                  47,500

d Benih  Kedelai K8 R p                  10,000

e Benih Kacang Hijau Kg Rp                  15,000

f Benih Kacang Tafiah     -       -       -     --     --------- K8 R p                  20,000

Hortikultura

ab Buah-buahan

o   Bjbit Mangga Pohon Rp                  15,000Rp15,000Rp25,000Rp7,500Rp5,000Rp5,000

o    BibitJeruk To_h_on
o    BibitDurian

___pohon

o    Bibit  Belimbing poRon

a    BibitJambuAir Pohon

o    BibitAlpokat Pohon

o    Bibit Nangka Pohon Rp                  15,000

o    Bibit Matoa Pohon Rp                     7,500

o    Bibitsirsak Pohon Rp                     5,000Rp5,000

o    B-ibitsrikaya
_        ._      pohon

a    BlbitJambu Biji
.__.        pohon

Rp                     5,000

a    Bibit Manggis Pohon Rp                   15,000Rp7,500

o    -Bibitsuk-Lh-- Pohon

o    Bibit R;mbutan Pohon Rp                   20,000

Tanaman Hias

o I bibit-ira-w;r Anakan Rp                     2,500

a    Bibiisok;  -`  ----      ------- Anakan Rp                     3,500

o    Bibit Bougenvil Anakan Rp                    2,000

o     Bibit  Me-la-t-i  -----       ------------ Anakan Rp                      1,500

o    Bibit Kembangsepatu Anakan R p                     1,000

o    Bibit Nusa  lndah Anakan Rp                      1,000

o  -Bibit-Begonia Anakan Rp                      2,500

o    BibitAster Anakan Rp                      1,500

o    Bibit Mayana
------Anakan

Rp                      1,500

o    Bibit caladum Pot Rp                     1,000

o    Bibit palem  pinang Pot Rp                     2,000

- 

£ 
ts 

£ LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 
NOMOR TAHUN 2011 

TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN USAHA PRODUKSI DAERAH 

2 (Hortikultura 

Pertanian 

si Benih padi 

b Benih Jagung Komposit 

& Benih Jagung Hibrida 

d Benih Kedelai 

Benih Kacang Hijau 

f Benih Kacang Tanah 

Buah-buahan 

Oo 

Oo 

te) 

Oo 

Oo 

Oo 

le 

to) 

Bibit Mangga 

Bibit Jeruk 

Bibit Durian 

Bibit Belimbing 

Bibit Jambu Air 

Bibit Alpokat 

Bibit Nangka 

Bibit Matoa 

Bibit Sirsak 

Bibit Srikaya 

Bibit Jambu Biji 

Bibit Manggis 

Bibit Sukun 

Bibit Rambutan 

Tanaman Hias 

Bibit Mawar 

Bibit Soka 

Bibit Bougenvil 

Bibit Melati 

Bibit Kembang Sepatu 

Bibit Nusa Indah 

Bibit Begonia 

Bibit Aster 

Bibit Mayana 

Bibit Caladum 

Bibit Palem Pinang 0 

Ke IRp — 6,000 

| “Ke” IRp”—— 15,000 

— Ke IRp 47,500 

KE IRp”———— 10,000 

Ko IRp 15,000 

Kg "Rp 20,000 

Pohon | Rp 15,000 

“Pohon —— IRp”——— 15,000 

Pohon —— | Rp 25,000 

Pohon —— | Rp 7,500 

Pohon Tp” '5,000 

Pohon — | Rp 5,000 

Pohon Rp 15,000 

Pohon Rp 7,500 

Pohon Rp 5,000 

Pohon Rp — 5,000 

Pohon —— | Rp 5,000 

Pohon Rp | 15,000 

Pohon — IT Rp 7,500 

Pohon Rp 20,000 

“Anakan — | Rp 2,500 

Anakan Rp 3,500 

——. Anakan Rp 2,000| 

Anakan Rp 1,500 

“Anakan Rp “1,000 

Anakan Rp 1,000 

— Anakan | Rp 1 2 2,500 

— Anakan — 1 Rp — 1,500 

“Anakan —— | Rp 1,500 

— Pot Rp 1,000 

— Pot” IT Rp 2,000 
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o    Bibitsuplir

o     Liliparis

o    Bunga  Krok6t

Sayuran

o    Benih  Bawang Merah

o    Benih Kacang panjang

o    Bibitcab€

o    Bibitvitsay

o    BibitTomat

Perkebunan:

Bibit Kelapa  Dalam

Bibit  Kemir

Bibit Jambu Mete

Bibit Cacao

Bibit  Kopi

Kayu  Manis

Cengkeh

lada

Vanili

Pohon

Pohon

Pohon

Pohon

Pohon

Stek

Pohon

Rp                     3,000

Rp                     3,500

Rp                     5,000

Rp                   17,500

Rp                     6,000

Rp                   15,000

Rp                   50,000

Rp                  75,000

Rp                   15,000

Rp                     7,500

R p                     7,500

Rp                     5,000

Rp                     5,000

Rp                     5,000

Rp                   10,000

Rp                     5,000

Rp                     7,500

Le

A
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o Bibit Suplir 

o Lili Paris 

o Bunga Krokot 

Sayuran 

o Benih Bawang Merah 

o Benih Kacang Panjang 

o Bibit Cabe 

o Bibit Vitsay 

o Bibit Tomat 

Perkebunan: 

—
n
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Bibit Kelapa Dalam 

Bibit Kemir 

Bibit Jambu Mete 

Bibit Cacao 

Bibit Kopi 

Kayu Manis 

Cengkeh 

Lada 

Vanili 

Anakan Rp 

Pot “Rp 

Pot | Rp 

Kg Rp 

Ons | Rp 

'Ons “Rp 

Ons Rp 

Ons Rp 

Pohon “Rp | 

Pohon Rp 

Pohon Rp 

Pohon Rp 

Pohon — Ip 

Stek | Rp 

Pohon Tp — 

Pohon “Rp 

Pohon Rp 1 

HAMIM PDU 
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